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P  U  T  U  S  A  N

NOMOR :  25 /  G.TUN /  2011 /  PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura ,  yang  memer iksa ,  

memutus ,  dan  menyelesa i kan  sengke ta  Tata  Usaha  Negara  di  

t i ngka t  per tama  dengan  acara  biasa  te lah  menja tuhkan  putusan  

dengan  per t imbangan- per t imbangan  seper t i  te r sebu t  d i  bawah 

in i ,  da lam perkara  anta ra :

MUHAMMAD  AMIR  BIN  SANTA,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  

Peker j aan  Swasta ,  tempat  t i ngga l  d i  J ln .  

Merdeka  RT.  001,  Kelurahan  Oyehe,  Nabi re  -  

Papua;  

Dalam  perkara  in i  member ikan  kuasa  kepada  

JANUARDI  S.  HARIWIBOWO,  S.H,  KARTINI  AMIR,  

S.H. ,  M.H. ,  IRWIN  IDRUS,  S.H. ,  SATRIA 

PRAMUDHITA,  S.H. ,  ACHMAD UNTUNG WIBOWO, 

S.H. ,  AGUNG BUDI  RAHARJO,  S.H. ,  dan  RIZKY 

SOCHMAPUTRA,  S.H.  masing- masing  

ber kewarganegaraan  Indones ia ,  peker j aan  

Advokad  dan  Konsu l t an  Hukum,  bera lamat  di  

Plaza  Great  River  Indones ia  Lanta i  9,  J l .  

HR.  Rasuna  Said  Blok  X2  No.  1  Kuningan  

Jakar t a ,  ber dasarkan  sura t  kuasa  khusus  No.  

017/JHP- SK/V- 2011 te r t angga l  6  Mei  2011;  

Selan ju tnya  d isebu t  sebaga i  PENGGUGAT;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  MELAWAN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NABIRE,  

berkedudukan  d i  J ln .  Merdeka  No.  57,  Nabi re  

-  Papua;

Hal .  1 dar i  73 Hal .  Putusan  No.  25/G.TUN/2011 /PTUN.JPR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  Nomor  :  

127/600- 14- 91.4 /V I I / 2 011  tangga l  11  Ju l i  

2011  member ikan  Kuasa  kepada  Kepala  Kanto r  

Wilayah  Badan  Per tanahan  Nasiona l  Prov ins i  

Papua,  dan  berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  

te rsebu t  Kepala  Kanto r  Wilayah  Badan 

Per tanahan  Nasiona l  Prov ins i  Papua  dalam 

perkara  in i  member ikan  kuasa  kepada  YOHANIS 

TUBALAWONY, S.H. ,  SAMPE SIRAIT,  S.H. ,  PANGAT 

SUWARNO,  S.H. ,  dan  AMINA  ,  S.H. ,  masing-

masing  berkewarganegaraan  Indones ia ,  

peker j aan  Pegawai  Neger i  Sip i l  pada  Kanto r  

Wilayah  BPN Prov ins i  Papua,  yang  bera lamat  

di  J l .  Tanjungr i a  No.  26 Base G.  -  Jayapura ,  

ber dasarkan  sura t  kuasa  khusus  No.  738/600-

91/V I I / 2 011  te r t angga l  27 Ju l i  2011;  

Selan ju tnya  d isebu t  sebaga i  TERGUGAT;

2. MARTHEN  RANTETANDUNG,  Kewarganegaraan  

Indones ia ,  Peker j aan  Wiraswasta ,  ber tempat  

t i ngga l  d i  J ln .  Si l as  Papare  No.08  Kelu rahan  

Si r iw i n i ,  Dis t r i k  Nabi re  Kabupaten  Nabi re ;

Selan ju tnya  d isebu t  sebaga i  TERGUGAT  I I  

INTERVENSI ;

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Jayapura  te rsebu t :

- Telah  membaca dan memer iksa  berkas  perkara  in i ;  

- Telah  membaca  Penetapan   Ketua   Pengad i l an   Tata   Usaha 

Negara   Jayapura  Nomor:  25/PEN- DIS/201 1/PTUN.JPR 

te r t angga l  13 Mei  2011  ten tang     Penetapan  lo l os  

dismissa l ;

- Telah  membaca Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  

Jayapura  Nomor:  25/PEN.MH/2011/P .TUN.JPR te r t angga l  13 Mei  

2
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2011  ten tang     Penetapan     Penunjukkan    Maje l i s  

Hakim   yang    Memer iksa   dan Mengadi l i   Perkara ;

- Telah  membaca   Penetapan  Hakim  Ketua  Maje l i s  Nomor:  

25/P EN.PP/201 1/P .TUN.JPR  te r t angga l  19  Mei  2011  ten tang  

Penetapan  Har i  Pemer iksaan  Pers iapan ;

- Telah  membaca  Penetapan  Hakim  Ketua  Maje l i s  Nomor:  

25/P EN.HS/20 11/PTUN.JPR te r t angga l   06 Jun i  2011 ten tang  

Penetapan  Har i  Sidang;

- Telah  membaca  Penetapan  Hakim  Ketua  Maje l i s  Nomor:  

25/PEN.HKM/2011/PTUN.JPR te r t angga l   30  Jun i  2011  ten tang  

Per in tah  Kepada  Atasan  Terguga t  (KAKANWIL  BPN Prov ins i  

Papua)  Agar  Memer in tahkan  Tergugat  Hadi r  Dalam Pers idangan  

;

- Telah  membaca  Putusan  Sela  Nomor:  25/G.TUN/2011/PTUN.JPR 

tangga l  21  JULI  2011  ten tang  masuknya  Pihak  Ket iga  atas  

nama  MARTHEN  RANTETANDUNG dan  mendudukannya  sebaga i  

Tergugat  I I  In te r vens i ;

- Telah  memer iksa  sura t - sura t  yang  bersangku tan  dengan  

perkara  in i  dan  mendengarkan  kete rangan  para  pihak  

dipe rs i dangan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  TENTANG DUDUK PERKARA: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Penggugat  te l ah  mengajukan  gugatan  

te r t angga l  09  Mei  2011  yang  dida f t a r kan  di  Kepani te raan  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  pada  tangga l  10  Mei  

2011  dalam  Regis te r  Perkara  No.  25/G.TUN/2011/PTUN.JPR dan  

te lah  dipe rba i k i  pada  tangga l   06  Jun i   2011,  yang  is i  

gugatannya  ada lah  sebaga i  ber i ku t :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal .  3 dar i  73 Hal .  Putusan  No.  25/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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OBJEK GUGATAN: 

1. Bahwa  yang  menjad i  ob jek  gugatan  dalam  perkara  in i  

ada lah  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  ( “KTUN”)  yang  

di t e rb i t k an  oleh  Tergugat  se laku  Pejaba t  Tata  Usaha  

Negara ,  ya i t u  berupa  Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  No.  

1145/Ke lu rahan  Si r iw i n i  tangga l  30 November  2009,  Sura t  

Ukur  No.  97/09 /2009  tangga l  25  November  2009  atas  nama 

Marthen  Rante tandung ,  se luas  dan  sebatas  210  m²  dar i  

kese lu ruhan  luas  tanah  se luas  870  M²  ( “KTUN  Objek  

Gugatan” ) ;  - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa  Terguga t  adalah  Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha  

Negara  yang  melaksanakan  urusan  pemer in tahan  

berdasarkan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  

dalam ha l  in i  sesua i  dengan  keten tuan  Pasa l  19 UU No.  5  

Tahun  1960  ten tang  UU Pokok  Agrar i a  jo .  Pasa l  6 

Pera tu ran  Pemer in tah  No.  24  Tahun  1997  ten tang  

Pendaf ta ran  Tanah;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa KTUN Objek  Gugatan  yang  di te r b i t k an  oleh  Terguga t  

te rsebu t  d i  atas  adalah  KTUN yang  bers i f a t  konkr i t ,  

ind i v i dua l  dan f i na l  sebaga imana  dia tu r  da lam keten tuan  

Pasa l  1 angka  9 UU No.  51  Tahun  2009  ten tang  Perubahan  

Kedua  atas  UU No.  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara  ( “UU  Perad i l an  TUN”) ,  ya i t u  sebaga i  

ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Konkr i t :  

Ar t i nya  objek  yang  dipu tuskan  dalam  KTUN i t u ,  t i dak  

abst rak ,  te tap i  berwu jud ,  te r t en t u  atau  dapat  d i ten tukan .  

Objek  Gugatan  yang  t i dak  abst rak ,  te r t en tu  atau  dapat  

d i t en tukan  te rsebu t  ya i t u  Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  No.  

1145/Ke lu rahan  Si r iw i n i  tangga l  30  November  2009,  Sura t  

Ukur  No.  97/09 /2009  tangga l  25  November  2009  atas  nama 

4
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Marthen  Rante tandung ,  se luas  dan  sebatas  210  m²  dar i  

kese lu ruhan  luas  tanah  se luas  870  M²;  

Ind i v i dua l :  

 

Ar t i nya  KTUN i t u  t i dak  di tu j ukan  untuk  umum,  te tap i  

te r t en tu  ba ik  alamat  maupun  ha l  yang  di t u j u .  KTUN Objek  

Gugatan  t i dak  di tu j ukan  untuk  umum tap i  d i t u j u kan  dan  

ber laku  khusus  te rhadap  pemegang hak  mi l i k  atas  tanah  yang  

bersangku tan ,  ya i t u  da lam  perkara  in i  adalah  Marthen  

Rante tandung ;  - - -

Fina l :  

 

Ar t i nya  sudah  def i n i t i f  dan  karenanya  dapat  menimbulkan  

ak iba t  hukum.  Dimana  KTUN  Objek  Gugatan  t i dak  lag i  

membutuhkan  perse tu j uan  dar i  ins tans i / Pe j aba t  Tata  Usaha  

Negara  la i nnya  dan  o leh  karena  i t u  sudah  bers i f a t  

def i n i t i f  ser ta  dapat  menimbulkan  ak iba t  hukum;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bahwa berdasarkan  ura ian  te rsebu t  d i  atas ,  te lah  je l as  

dan  nyata  bahwa  KTUN Objek  Gugatan  te lah  memenuhi  

kua l i f i k a s i  sebaga imana  yang  dia tu r  da lam Pasa l  1 angka  

9  UU  Perad i l an  TUN;  

TENGGANG WAKTU DIAJUKANNYA GUGATAN; 

1. Bahwa sesua i  dengan  keten tuan  Pasal  55 UU Perad i l an  TUN 

dia tu r  bahwa  Gugatan  dapat  d ia j ukan  hanya  dalam 

tenggang  waktu  90 (sembi l an  puluh)  har i  te rh i t u ng  se jak  

saat  d i te r imanya  atau  diumumkannya  Keputusan  Badan atau  

Hal .  5 dar i  73 Hal .  Putusan  No.  25/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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Pejaba t  Tata  Usaha  Negara ;  

2. Bahwa  leb ih  lan ju t  da lam  Sura t  Edaran  Mahkamah  Agung 

Nomor  2  Tahun  1991  ten tang  Petun juk  Pelaksanaan  

Beberapa  Keten tuan  Dalam  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  

1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  khususnya  

dalam  bag ian  V angka  3  d ia tu r  bahwa  bagi  mereka  yang  

t i dak  d i t u j u  oleh  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  

te tap i  yang  merasa  kepent i ngannya  di rug i kan  maka 

tenggang  waktu  sebaga imana  dimaksud  da lam  Pasa l  55  

dih i t ung  secara  kasu is t i s  se jak  saat  ia  merasa  

kepent i ngannya  di rug i kan  oleh  Keputusan  Tata  Usaha  

Negara  dan  mengetahu i  adanya  Keputusan  te rsebu t ;  

3. Bahwa  Penggugat  baru  mengetahu i  dan  merasa  

kepent i ngannya  di rug i kan  oleh  KTUN Objek  Gugatan  pada  

tangga l  10  Februar i  2011  pada  saat  Penggugat  dia j ukan  

sebaga i  saks i  da lam  perkara  perda ta  No.  

12/Pdt .G /2010 /PN.NBE d i  Pengad i l an  Neger i  Nabi re  anta ra  

Marthen  Rante tandung  se laku  Penggugat  melawan  Sukr i  

se laku  Tergugat ;  

4. Bahwa  pada  tangga l  yang  sama  Penggugat  juga  te l ah  

mengi r imkan  sura t  No:  015/JHP- L/ I I - 2011  te r t angga l  10  

Februar i  2011  per iha l  Permohonan  Pembata lan  Ser t i p i k a t  

Hak  Mi l i k  No.  1145/Ke lu rahan  Si r iw i n i  tangga l  30  

November  2009  kepada  Tergugat  yang  te l ah  di te r ima  

secara  resmi  oleh  Terguga t  pada  tangga l  11  Februar i  

2011;  

5. Bahwa  gugatan  in i  d ia j ukan  o leh  Penggugat  kepada  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  pada  tangga l  10  

Mei  2011.  Oleh  karenanya  Gugatan  in i  ada lah  sah  untuk  

dipe r i k sa  dan dipu tus  oleh  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  

Jayapura ,  karena  masih  be lum melewat i  tenggang  waktu  90  

6
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(sembi l an  puluh)  har i  se jak  KTUN Objek  Gugatan  yang  

di t e rb i t k an  o leh  Tergugat  d ike tahu i  o leh  Penggugat  

sebaga imana  yang  dia tu r  da lam  keten tuan  Pasal  55  UU 

Perad i l an  TUN jo .  Sura t  Edaran  Mahkamah  Agung  No.  2 

Tahun  1991  bagian  V  angka  3;  

 

FAKTA  HUKUM:  

1. Bahwa Penggugat  ada lah  pemi l i k  yang  sah  atas  seb idang  

tanah  se luas  280  M²  yang  te r l e t a k  di  Kelu rahan  

Si r iw i n i ,  Kecamatan  Nabi re ,  Kabupaten  Nabi re ,  Prop ins i  

I r i a n  Jaya  (sekarang  Prop ins i  Papua)  berdasarkan  

Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  No.  580  yang  di te rb i t k an  oleh  

Kepala  Kanto r  Per tanahan  Kabupaten  Pania i  (Sekarang  

Kepala  Kanto r  Per tanahan  Kabupaten  Nabi re )  pada  tangga l  

10  Oktober  2001,  Sura t  Ukur  tangga l  18  Ju l i  2001,  No.  

37/09 /2001  dengan  batas - batas  sebaga i  ber i ku t  :  

- Utara  berba tasan  dengan  tanah  /  rumah   Ibu  
Alber t i n  Tangdan;

- Sela tan  berba tasan  dengan  J l .  R.E.  Martad ina ta ;  

- Barat  berba tasan  dengan  area l  tanah  H.  Lamana 
atau  H.  Sukr i ;

- Timur  berba tasan  dengan  Rumah  Dinas  Bank  
Pembangunan Daerah  (BPD) ;

2. Bahwa  tanah  Penggugat  te rsebu t  d i  atas ,  pada  awal  

mulanya  dibe l i  o leh  Penggugat  secara  sah  pada  tahun  

1982  dar i  Bapak  N.H.  Damba yang  merupakan  kuasa  dar i  

Bapak  Syukr i  Mal i k  se laku  pemi l i k  tanah ;

3. Bahwa te rhadap  tanah  te rsebu t  kemudian  te l ah  di l akukan  

proses  pendaf ta ran  tanah  sesua i  dengan  prosedur  yang  

dia tu r  berdasarkan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber laku  dan  te l ah  d i t e rb i t k an  Ser t i p i k a t  Hak Mi l i k  No.  

Hal .  7 dar i  73 Hal .  Putusan  No.  25/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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580  yang  di t e r b i t k an  o leh  Kepala  Kanto r  Per tanahan  

Kabupaten  Pania i  (sekarang  Kepala  Kanto r  Per tanahan  

Kabupaten  Nabi re )  pada tangga l  10 Oktober  2001;  

4. Bahwa hingga  saat  gugatan  in i  d ia j ukan ,  Penggugat  t i dak  

pernah  mengal i hkan  atau  menjua l  tanah  te rsebu t  kepada  

pihak  manapun  juga .  Sela in  i t u  Ser t i p i k a t  tanah  

Penggugat  ya i t u  Ser t i p i k a t  Hak Mi l i k  juga  t i dak  pernah  

dicabu t  o leh  Tergugat  ataupun  dinya takan  t i dak  

berkekua tan  hukum  mengika t  atau  bata l  o leh  suatu  

Putusan  Pengad i l an  yang  berkekua tan  hukum te tap ;  

5. Bahwa pada tangga l  10 Februar i  2011 pada saat  Penggugat  

dia j ukan  sebaga i  saks i  da lam  perkara  perda ta  No.  

12/Pdt .G /2010 /PN.NBE d i  Pengad i l an  Neger i  Nabi re  anta ra  

Marthen  Rante tandung  se laku  penggugat  melawan  Sukr i  

se laku  te rguga t ,  Penggugat  mengetahu i  bahwa  te l ah  

di t e rb i t k an  Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  No.  1145  Ser t i p i k a t  

Hak  Mi l i k  No.  1145/Ke lu rahan  Si r iw i n i  tangga l  30  

November  2009,  Sura t  Ukur  No.  97/09 /2009  tangga l  25  

November  2009  atas  nama Marthen  Rante tandung ,  se luas  

dan  sebatas  210  m²  dar i  kese lu ruhan  luas  tanah  se luas  

870 M²;  

6. Bahwa Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  No.  1145  atas  nama Marthen  

Rante tandung  te rsebu t  d i  atas  te rnya ta  sebag ian  lokas i  

atau  area l  tanahnya  tumpang  t i nd i h  dengan  tanah  mi l i k  

Penggugat  dan  mengambi l  a l i h  sebag ian  besar  luas  tanah  

mi l i k  Penggugat  ya i t u  se luas  dan sebatas  210 M²;  

7. Bahwa  karena  area l  tanahnya  tumpang  t i nd i h  dan  

mengambi l  area l  tanah  mi l i k  Penggugat  sebaga imana  

dimaksud  dalam  Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  No.  580,  maka 

dengan  demik ian  te lah  je l as  dan  nyata  Penggugat  te l ah  

sangat  d i rug i kan  dengan  di te rb i t k annya  Ser t i p i k a t  Hak 

Mi l i k  No.  1145/Ke lu rahan  Si r iw i n i  tangga l  30  November  

2009,  Sura t  Ukur  No.  97/09 /2009  tangga l  25  November  

2009  atas  nama Marthen  Rante tandung ,  se luas  dan sebatas  
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210  M²  dar i  kese lu ruhan  luas  tanah  se luas  870  M² atas  

nama Marthen  Rante tandung  te rsebu t ;  

8. Bahwa Penggugat  te lah  mengi r imkan  sura t  No :  015/JHP-

L/ I I - 2011  te r t angga l  10  Februar i  2011  per iha l  

Permohonan  Pembata lan  Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  No.  1145  

kepada  Tergugat  yang  te l ah  di te r ima  secara  resmi  oleh  

Tergugat  pada tangga l  11 Februar i  2011 yang  is i nya  pada  

pokoknya  meminta  Tergugat  untuk  membata lkan /mencabu t  

Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  No.  1145  atas  nama  Marthen  

Rante tandung .  Namun demik ian  hingga  saat  gugatan  in i  

d ia j ukan ,  sura t  te rsebu t  be lum mendapatkan  respon  dar i  

Tergugat ;

DASAR/ALASAN GUGATAN ;  

Bahwa berdasarkan  ura ian  dia tas ,  berdasarkan  keten tuan  Pasal  

53  ayat  2  huru f  a  dan  huru f  b  UU Perad i l an  TUN,  maka yang  

menjad i  dasar /a l a san  dia j ukannya  gugatan  in i  ada lah  karena  

Tergugat  da lam  menerb i t k an   Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  No.  

1145/Ke lu rahan  Si r iw i n i  tangga l  30 November  2009,  Sura t  Ukur  

No.  97/09 /2009  tangga l  25  November  2009  atas  nama Marthen  

Rante tandung ,  se luas  dan  sebatas  210  m²  dar i  kese lu ruhan  

luas  tanah  se luas  870  M²  ( “KTUN  Objek  Gugatan” )  te l ah  

melanggar  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  dan  

ber ten tangan  dengan  asas- asas  pemer in tahan  umum yang  baik  

( Algemene  Beginse len  van  Behoor l l i j k e  Bestuur ) ,   ya i t u  

sebaga i  ber i ku t  :

I . PENERBITAN  KTUN OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN 

PERATURAN PEMERINTAH  NO.  24  TAHUN 1997  TENTANG 

PENDAFTARAN TANAH;

1. Bahwa berdasarkan  keten tuan  Pasa l  17  (2 )  Pera tu ran  

Pemer in tah  No.  24  Tahun  1997  ten tang  Pendaf ta ran  

tanah  dia tu r  secara  tegas  bahwa  dalam  penetapan  

batas  bidang  tanah  secara  s is t emat i k  dan  pendaf t a r an  
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secara  Sporad ik  d iupayakan  penataan  batas  

berdasarkan  kesepaka tan  pihak  yang  berkepen t i ngan ;  

2. Bahwa Tergugat  da lam menetap  batas  bidang  tanah  KTUN 

Objek  Gugatan  di l akukan  tanpa  adanya  kesepakatan  

pihak  Penggugat ,  padaha l  nyata - nyata  pihak  Penggugat  

ada lah  pihak  yang  sangat  berkepen t i ngan  karena  tanah  

mi l i k  Penggugat  berdasarkan  Ser t i p i k a t  Hak Mi l i k  No.  

580  le taknya  berba tasan  dengan  tanah  sesua i  KTUN 

Objek  Gugatan .  Bahwa apab i l a  Terguga t  melaksanakan  

keten tuan  Pasa l  17  (2 )  Pera tu ran  Pemer in tah  No.  24  

Tahun  1997  dan  meminta  kesepaka tan  Penggugat  

te r l eb i h  dahu lu  sebe lum  menerb i t kan  KTUN  Objek  

Gugatan ,  ten tu  t i dak  akan  te r j ad i  tumpang  t i nd i h  

area l  tanah  dian ta ra  KTUN Objek  Gugatan  dan  Tanah  

mi l i k  Penggugat ;  

3. Bahwa  se lan ju t nya  berdasarkan  keten tuan  Pasa l  18  

ayat  (1 )  Pera tu ran  Pemer in tah  No.  24  Tahun  1997  

ten tang  Pendaf ta ran  Tanah,  dia tu r  sebaga i  ber i ku t  :  

“Penetapan  batas  bidang  tanah  yang  sudah  dipunya i  

dengan  suatu  hak  yang  belum  te rda f t a r  atau  yang  

sudah  te rda f t a r  te tap i  be lum ada  sura t  ukur /gambar  

s i t uas i nya  atau  sura t  ukur /gambar  s i t uas i  yang  ada  

t i dak  sesua i  lag i  dengan  keadaan  yang  sebenarnya ,  

d i l akukan  oleh  Pani t i a  Ajud i kas i  da lam  pendaf ta ran  

tanah  secara  s is t emat i k  atau  oleh  Kepala  Kanto r  

Per tanahan  dalam pendaf t a r an  tanah  secara  sporad i k ,  

berdasarkan  penun jukan  batas  o leh  pemegang  hak  atas  

tanah  yang  bersangku tan  dan  sedapat  mungkin  

dise tu j u i  o leh  para  pemegang  hak  atas  tanah  yang  

berba tasan” ;  

4. Bahwa leb ih  lan ju t  da lam keten tuan  Pasa l  18 ayat  (2 )  

Pera tu ran  Pemer in tah  No.  24  Tahun  1997  ten tang  

Pendaf ta ran  Tanah,  dia tu r  sebaga i  ber i ku t  :  

“ Penetapan  batas  bidang  tanah  yang  akan  diber i kan  

dengan  hak  baru  d i l akukan  sesua i  keten tuan  
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sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (1 )  atau  atas  

penun jukan  ins tans i  yang  berwenang” .  Leb ih  jauh  lag i  

da lam  keten tuan  Pasa l  18  (3 )  Pera tu ran  Pemer in tah  

No.  24  Tahun  1997  ten tang  Pendaf ta ran  Tanah  

disebu tkan  sebaga i  ber i ku t :  “Da lam  menetapkan  

batas - batas  bidang  tanah  Pani t i a  Ajud i kas i  atau  

Kepala  Kanto r  Per tanahan  memperhat i kan  batas - batas  

bidang  atau  b idang- bidang  tanah  yang  te l ah  

te rda f t a r  dan  sura t  ukur  atau  gambar  s i t uas i  yang  

bersangku tan ” ;

5. Bahwa Terguga t  da lam menerb i t k an  KTUN Objek  Gugatan  

sama  seka l i  t i dak  pernah   meminta  perse tu j uan  

Penggugat  se laku  pemegang  hak  atas  tanah  yang  

te rda f t a r  leb ih  du lu  berdasarkan  Ser t i p i k a t  Hak 

Mi l i k  No.  580.  Bahkan  Penggugat  sama seka l i  t i dak  

pernah  mendapatkan  pember i t ahuan  ataupun  pangg i l an  

apapun  te rka i t  dengan  penetapan  batas - batas  bidang  

tanah  te rka i t  dengan  penerb i t an  KTUN Objek  Gugatan  

yang  di l akukan  oleh  Tergugat ;  

6. Bahwa  se la i n  i t u ,  sudah  menjad i  kewaj i ban  dar i  

Tergugat  berdasarkan  Pera tu ran  Pemer in tah  No.  24  

tahun  1997  ten tang  Pendaf ta ran  Tanah  sebaga imana  

te lah  diu ra i kan  di  atas  untuk  memperhat i kan  batas -

batas  b idang  atau  b idang- bidang  tanah  yang  te l ah  

te rda f t a r  dan  sura t  ukur  atau  gambar  s i t uas i  yang  

bersangku tan  dalam  ha l  in i  ada lah  tanah  mi l i k  

Penggugat  yang  te l ah  te rda f t a r  te r l eb i h  dahu lu  

berdasarkan  Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  No.  580.  J ika  

Tergugat  melaksanakan  kewaj i bannya  untuk  

memperhat i kan  batas - batas  bidang  atau  bidang- bidang  

tanah  yang  te lah  te rda f t a r  dan  sura t  ukur  atau  

gambar  s i t uas i  yang  bersangku tan ,  maka  ten tu  sa ja  

Tergugat  t i dak  akan  menerb i t kan  KTUN Objek  Gugatan  

yang  mana luas  tanahnya  tumpang t i nd i h  dan mengambi l  

luas  tanah  mi l i k  Penggugat ;  

Hal .  11 dar i  73 Hal .  Putusan  No.  25/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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7. Bahwa dengan  demik ian ,  cukup  je l as  bahwa KTUN Objek  

Gugatan  yang  di te rb i t k an  oleh  Tergugat  secara  je l as  

dan  nyata  ber ten tangan  dengan  Pera tu ran  Pemer in tah  

No.  24 Tahun 1997 ten tang  Pendaf ta ran  Tanah;  

I I .  

TERGUGAT  DALAM  MENERBITKAN  KTUN  OBJEK  GUGATAN 

BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK 

YAITU ASAS KEPASTIAN HUKUM; 

1. Bahwa  yang  dimaksud  dengan  asas  kepas t i an  hukum 

sebaga imana  dia tu r  da lam  bag ian  Penje lasan  Pasal  3  UU 

No.  28  Tahun  1999  ten tang  Penye lenggaraan  Negara  yang  

Bers ih  dan  Bebas  Dar i  Korups i ,  Kolus i  Dan  Nepot i sme  

ada lah  suatu  asas  dalam negara  hukum yang  mengutamakan  

landasan  pera tu ran  perundang- undangan,  kepatu tan ,  dan  

kead i l an  dalam set i ap  keb i j a kan  Penye lenggara  Negara ;  

2. Bahwa  Terguga t  yang  menerb i t kan  KTUN Objek  Gugatan  

je l as  te lah  te rbuk t i  ber ten tangan  dengan  asas  Kepast i an  

Hukum karena  penerb i t an  KTUN Objek  Gugatan  d i l akukan  

dengan  melanggar  keten tuan  PP No.  24 Tahun 1997 ten tang  

Pendaf ta ran  Tanah,  dimana  seharusnya  Tergugat  meminta  

perse tu j uan  Penggugat  te r l eb i h  dahu lu  da lam  menetapkan  

batas  b idang  tanah  KTUN Objek  Gugatan  dan memperhat i kan  

batas - batas  bidang  atau  bidang- bidang  tanah  yang  te l ah  

te rda f t a r  dan  sura t  ukur  atau  gambar  s i t uas i  yang  

bersangku tan ,  da lam  hal  in i  adalah  b idang  tanah  mi l i k  

Penggugat  yang  te l ah  te rda f t a r  te r l eb i h  dahu lu  

berdasarkan  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  No.  580.  Sehingga  

t i dak  te r j ad i  tumpang  t i nd i h  area l  tanah  dian ta ra  KTUN 

Objek  Gugatan  dan  Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  No.  580  mi l i k  

Penggugat .  Faktanya ,  Tergugat  te l ah  menerb i t kan  KTUN 

Objek  Gugatan  tanpa  te r l eb i h  dahu lu  meminta  perse tu j uan  

Penggugat  dan  tanpa  memperhat i kan  batas  bidang  tanah  

yang  te lah  te rda f t a r  dan sura t  ukur  atau  gambar  s i t uas i  

bersangku tan  seh ingga  Penggugat  sangat  d i rug i kan  karena  
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KTUN Objek  Sengketa  area l  tanahnya  tumpang  t i nd i h  dan  

mengambi l  sebag ian  besar  area l  tanah  mi l i k  Penggugat ;  

3. Bahwa  t i ndakan  Tergugat  te rsebu t  d i  atas  yang  

menerb i t kan  KTUN Objek  Gugatan  tanpa  mela lu i  prosedur  

hukum  yang  benar  sebaga imana  te lah  di ten tukan  dalam 

pera tu ran  perundang- undangan  ya i t u  Pera tu ran  Pemer in tah  

No.  24  Tahun  1997  ten tang  Pendaf ta ran  Tanah  je l as  

merupakan  t i ndakan  yang  ber ten tangan  dengan  Asas  

Kepast i an  Hukum;  

I I I .

TERGUGAT  DALAM  MENERBITKAN  KTUN  OBJEK  GUGATAN 

BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK 

YAITU ASAS KECERMATAN; 

1. Bahwa yang  dimaksud  dengan  asas  kecermatan  adalah  suatu  

asas  yang  menghendak i  agar  penye lenggara  negara  

mempert imbangkan  kepent i ngan- kepent i ngan  yang  ada  

sebe lum  suatu  perbua tan  admin is t r a t i f  d i l akukan  

te rmasuk  juga  sudah  harus  memi l i k i  gambaran  yang  je l as  

mengenai  fak ta  yang  re levan  ser ta  mengetahu i  bahwa 

putusan  yang  diambi l  t i dak  merug ikan  kepent i ngan  pihak  

la i n ;  

2. Bahwa  je l as  seka l i  Tergugat  te l ah  melanggar  asas  

kecermatan  karena  Tergugat  da lam menerb i t kan  KTUN Objek  

Gugatan ,  Tergugat  t i dak  memperhat i kan  dan  mengaba ikan  

kepent i ngan  Penggugat  se laku  pemi l i k  tanah  yang  je l as -

je l as  haknya  te l ah  te rda f t a r  secara  sah  te r l eb i h  dahu lu  

berdasarkan  Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  No.  580  diband ingkan  

dengan  KTUN Objek  Gugatan .  Dan  karena  tanah  mi l i k  

Penggugat  te l ah  te rda f t a r  te r l eb i h  dahu lu  di  Kanto r  

Per tanahan  Kabupaten  Nabi re  (dahu lu  Kantor  Per tanahan  

Kabupaten  Pania i )  secara  sah  berdasarkan  Ser t i p i k a t  Hak 

Mi l i k  No.  580  ten tu  sa ja  secara  log i ka  hukum,  t i dak  

Hal .  13 dar i  73 Hal .  Putusan  No.  25/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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mungk in  Tergugat  t i dak  mengetahu i  mengenai  keberadaan  

Ser t i p i k a t  Hak Mi l i k  No.  580 atas  nama Penggugat ;

3. Bahwa  namun  demik ian ,  meskipun  Tergugat  te lah  

mengetahu i  keberadaan  Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  No.  580  

mi l i k  Penggugat ,  Penggugat  te tap  menerb i t kan  KTUN Objek  

Gugatan  yang  luas  tanahnya  tumpang  t i nd i h  dan mengambi l  

sebag ian  besar  area l  tanah  mi l i k  Penggugat .  Dengan  

demik ian  te rbuk t i  secara  nyata  bahwa  Tergugat  te l ah  

melanggar  asas  kecermatan ;

IV .  TERGUGAT  DALAM  MENERBITKAN  KTUN  OBJEK  GUGATAN 

BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK 

YAITU ASAS PROFESIONALITAS;  

1. Bahwa  yang  dimaksud  dengan  asas  pro fes i ona l i t a s  

sebaga imana  dia tu r  da lam  keten tuan  bagian  Penje lasan  

Pasa l  3  UU No.  28  Tahun  1999  ten tang  Penye lenggaraan  

Negara  yang  Bers ih  dan  Bebas  Dar i  Korups i ,  Kolus i  Dan 

Nepot i sme  ada lah  asas  yang  mengutamakan  keah l i an  yang  

ber landaskan  kode  et i k  dan keten tuan  perundang- undangan  

yang  ber l aku ;  

2. Bahwa  Terguga t  se laku  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  yang  

melaksanakan  urusan  pemer in tahan  berdasarkan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku  dalam  hal  in i  sesua i  

dengan  keten tuan  Pasa l  19  UU No.  5  Tahun  1960  ten tang  

UU Pokok  Agrar i a  jo .  Pasa l  6  Pera tu ran  Pemer in tah  No.  

24  Tahun  1997  ten tang  Pendaf ta ran  Tanah  ya i t u  

pe laksanaan  pendaf t a r an  tanah ,  seharusnya  dalam 

menerb i t kan  KTUN Objek  Gugatan  mengutamakan  keah l i an  

yang  ber landaskan  kode  et i k  dan  keten tuan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku .  Ter leb i h  lag i  KTUN 

Objek  Gugatan  ada lah  berupa  Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  atas  

tanah  dimana  ser t i p i k a t  merupakan  sura t  tanda  bukt i  hak  

yang  ber laku  sebaga i  a la t  pembukt i an  yang  kuat  mengenai  

data  f i s i k  dan data  yur i d i s  yang  te rmuat  di  da lamnya;   
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3. Bahwa  te rbuk t i  dengan  je l as  dan  nyata  Tergugat  da lam 

menerb i t kan  KTUN Objek  Gugatan  te lah  di l akukan  dengan  

melanggar  asas  pro fes i ona l i t a s  karena  Tergugat  sama 

seka l i  t i dak  memperhat i kan  kepent i ngan  Penggugat  se laku  

pemi l i k  Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  No.  580  yang  nyata - nyata  

te rb i t  leb ih  dahu lu  diband ingkan  dengan  KTUN Objek  

Gugatan  dan  mengabaikan  keten tuan  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  ber laku ,  da lam  hal  in i  ada lah  Pera tu ran  

Pemer in tah  No.  24  Tahun  1997  ten tang  Pendaf ta ran  Tanah  

seh ingga  berak iba t  d i te r b i t k annya  KTUN Objek  Gugatan  

yang  tumpang  t i nd i h  dan  mengambi l  sebag ian  besar  area l  

tanah  mi l i k  Penggugat ;  

PENGENAAN UANG PAKSA ( DWANGSOM) ;  

Bahwa berdasarkan  ura ian  di  atas  maka sesungguhnya  te rbuk t i  

Tergugat  te l ah  melanggar  pera tu ran  perundangan  yang  ber laku  

dan Asas  – Asas  Umum Pemer in tahan  Yang Baik  (AAUPB)  dan oleh  

karena  i t u  sudah  sepatu tnya  KTUN Objek  Gugatan  d inya takan  

bata l  dan  untuk  menjamin  agar  Terguga t  memenuhi  i s i  putusan  

in i  maka  sesua i  keten tuan  Pasa l  116  ayat  (4 )  UU Perad i l an  

TUN,  sudah  sewaja rnya  Penggugat  untuk  memohon kepada  Maje l i s  

Hakim yang  Mul ia  yang  memer iksa  dan memutus  perkara  in i  agar  

Tergugat  d ikenakan  uang  paksa  sebesar  Rp.  100.000 , 00 

( sera tus  r i bu  rup iah )  seket i ka  dan  seka l i gus  per  har i  

kete r l ambatan  Tergugat  melaksanakan  putusan  yang  te l ah  

mempunya i  kekuatan  hukum te tap ;  

PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN; 

Bahwa  KTUN Objek  Gugatan  secara  je l as  dan  nyata  te lah  

ber ten tangan  dengan  Pera tu ran  Perundang- undangan  dan  Asas-

Asas  Umum Pemer in tahan  yang  Baik  seh ingga  Penggugat  mohon 

kepada  Yang Mul ia  Maje l i s  Hakim Pemer iksa  Perkara  in i  untuk  

mengeluarkan  Penetapan  Penundaan  Keber lakuan  Ser t i p i k a t  Hak 

Mi l i k  No.  1145/Ke lu rahan  Si r iw i n i  tangga l  30  November  2009,  

Sura t  Ukur  No.  97/09 /2009  tangga l  25 November  2009 atas  nama 

Hal .  15 dar i  73 Hal .  Putusan  No.  25/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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Marthen  Rante tandung ,  se luas  dan  sebatas  210  m²  dar i  

kese lu ruhan  luas  tanah  se luas  870  M²  sampai  putusan  dalam 

perkara  in i  mempunya i  kekuatan  hukum  yang  te tap .  Alasan  

penundaan  bera lasan  menuru t  hukum menginga t  apab i l a  t i dak  

di t angguhkan ,  pe laksanaan  ser t i p i k a t  a quo  dapat  menimbulkan  

kerug ian  yang  leb ih  besar  bag i  Penggugat  te rmasuk  

kemungk inan  dia l i h kannya  tanah  ser t i p i k a t  te rsebu t  kepada  

pihak  ket i ga  la i nnya ;  

Berdasarkan  ha l - ha l  te rsebu t  d i  atas ,  dengan  in i  Penggugat  

mohon  dengan  hormat  kepada  Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Jayapura  yang  memer iksa  dan  mengadi l i  perka ra  

in i  untuk  memutuskan  sebaga i  ber i ku t :  

DALAM PENUNDAAN :  

1. Mener ima  dan  mengabu lkan  Permohonan  Penundaan  

Keber lakuan  Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  No.  1145/Ke lu rahan  

Si r iw i n i  tangga l  30  November  2009,  Sura t  Ukur  No.  

97/09 /2009  tangga l  25  November  2009  atas  nama Marthen  

Rante tandung ,  se luas  dan  sebatas  210  M²  dar i  

kese lu ruhan  luas  tanah  se luas  870  M²  yang  dimohonkan  

oleh  Penggugat ;  

2. Menyatakan  sah  Penundaan  Keber lakuan  Ser t i p i k a t  Hak 

Mi l i k  No.  1145  /Ke lu rahan  Si r iw i n i  tangga l  30  November  

2009,  Sura t  Ukur  No.  97/09 /2009  tangga l  25  November  

2009  atas  nama Marthen  Rante tandung ,  se luas  dan sebatas  

210 M² dar i  kese lu ruhan  luas  tanah  se luas  870 M² sampai  

putusan  dalam perkara  in i  mempunyai  kekuatan  hukum yang  

te tap ;  

DALAM POKOK PERKARA:  

1. Mener ima  dan  mengabu lkan  gugatan  Penggugat  untuk  

se lu ruhnya ;  
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2. Menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  

No.  1145/Ke lu rahan  Si r iw i n i  tangga l  30  November  2009,  

Sura t  Ukur  No.  97/09 /2009  tangga l  25  November  2009  

atas  nama Marthen  Rante tandung ,  se luas  dan  sebatas  210  

M² dar i  kese lu ruhan  luas  tanah  se luas  870 M²;  

3. Memer in tahkan  Tergugat  untuk  mencabut  Ser t i p i k a t  Hak 

Mi l i k  No.  1145  /Ke lu rahan  Si r iw i n i  tangga l  30 November  

2009,  Sura t  Ukur  No.  97/09 /2009  tangga l  25  November  

2009  atas  nama  Marthen  Rante tandung ,  se luas  dan  

sebatas  210  M² dar i  kese lu ruhan  luas  tanah  se luas  870  

M²;  

4. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  uang  paksa  

( dwangsom)  sebesar  Rp.  100.000 ,00  ( sera tus  r i bu  

rup iah )  seket i ka  dan  seka l i gus  per  har i  set i ap  

kete r l ambatan  Terguga t  melaksanakan  putusan  perkara  

in i  yang  te l ah  berkekua tan  hukum te tap ;  

5. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  se lu ruh  biaya  

perkara  sesua i  dengan  keten tuan  yang  ber laku ;  

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  Penggugat  te rsebu t ,  

Tergugat   te lah  mengajukan  jawabannya  te r t angga l   28  Ju l i  

2011 yang  is i  se lengkapnya   adalah  sebaga i  ber i ku t :  

I . DALAM EKSEPSI:  

1. Gugatan  Kurang  Obyek;

Bahwa yang  seharusnya  menjad i  obyek  gugat  ada lah  Sura t  

Keputusan  kepa la  Kanto r  Per tanahan  Kabupaten  Nabi re  

Nomor  :  520.1 - 81/117 /2009  Tangga l   25  November  2009  

Tentang  Pember ian  Hak  Mi l i k  Atas  Nama  Yohana  Mart i n i  

Cs (  5 Orang )  atas  tanah  d i  Kelu rahan  Si r iw i n i  Dis t r i k  

nab i re  Kabupaten  Nabi re  dan  Ser t i p i k a t  Hakmi l i k  Nomor.  

1145/ke lu rahan  Si r iw i n i  tangga l  30  November  2009.  Atas  
Hal .  17 dar i  73 Hal .  Putusan  No.  25/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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nama  Marthen  Rante  Tando;

2. Gugatan  Daluarsa :

Bahwa  gugatan  penggugat  te l ah  daluwarsa  karena  

penggugat  te l ah  mengetahu i  adanya  Sura t  Keputusan  

kepa la  Kanto r  Per tanahan  Kabupaten  Nabi re  Nomor  :  

520.1 - 81/117 /2009  Tangga l   25  November  2009  Tentang  

Pember ian  Hak  Mi l i k  Atas  Nama  Yohana  Mart i n i  Cs (  5 

Orang  )  atas  tanah  d i  Kelurahan  Si r iw i n i  Dis t r i k  Nabi re  

Kabupaten  Nabi re  dan   Ser t i p i k a t  Hakmi l i k  Nomor.  

1145/ke lu rahan  Si r iw i n i  tangga l  30  November  2009.  Atas  

nama  Marthen  Rante  Tando  se jak  penggugat  dihad i r kan  

sebaga i  saks i  da lam  perkara  Perdata  Nomor  :  

12/Pdt .G /2010 /PN.NBE;

Untuk  i t u   Terguga t  memohon kepada  Maje l i s  Hakim  yang  

memer iksa  Perkara  in i  untuk  mener ima  ekseps i  Terguga t ;

I I . DALAM  POKOK  PERKARA: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

1. Bahwa ser t i p i k a t  yang  dike lua r kan  oleh  te rguga t  te l ah  

memenuhi  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  24  tahun  1997  

ten tang  Pendaf ta ran  Tanah di  Indones ia ;

2. Bahwa  ser t i p i k a t  yang  dike lua rkan  ada lah  merupakan  

kewenangan  Kepala  Kanto r  Per tanahan  Kabupaten  Nabi re ;  

3. Bahwa  ser t i p i k a t  yang  di te r b i t k an  oleh  Kepala  Kanto r  

Per tanahan  Kabupaten  Nabi re  te l ah  memenuhi  asas- asas  

umum pemer in tahan  yang  baik ;  

Untuk  i t u  Tergugat  memohon  kepada  Maje l i s  Hakim  untuk  
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memutuskan:  

1. Dalam Ekseps i ;  

-  Mener ima  ekseps i  Tergugat ;  

2. Dalam Pokok  Perkara :  

-    Menolak  Gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya ;   

-   Menyatakan   sah   Sura t   Keputusan   Kepala   Kanto r  

Per tanahan  Kabupaten  Nabi re  Nomor  :  520.1 - 81/117 /2009  

Tangga l   25  November  2009  Tentang  Pember ian  Hak  Mi l i k  

Atas  Nama  Yohana  Mart i n i ,  Cs (5  Orang)  atas  tanah  di  

Kelu rahan  Si r iw i n i  Dis t r i k  Nabi re  Kabupaten  Nabi re  dan  

Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  Nomor:  1145/ke lu rahan  Si r iw i n i  

tangga l  30  November  2009  Atas  nama  Marthen  

Rante tandung ;  

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  Penggugat  te rsebu t ,  

Tergugat  I I  In te r vens i  te l ah  mengajukan  jawabannya  

te r t angga l   28  Ju l i  2011 yang  is i  se lengkapnya   adalah  

sebaga i  ber i ku t :  

Sebelum  menyampaikan  ekseps i / j awaban  atas  gugatan  

Penggugat ,  te r l eb i h  dahu lu  Tergugat  I I  In te r vens i  menyatakan  

menolak  se lu ruh  da l i l / a l a s an  Penggugat  yang  dia j ukan  

Penggugat  da lam gugatannya ,  kecua l i  yang  secara  tegas  diaku i  

o leh  Terguga t  I I  In te r vens i ;  

DALAM EKSEPSI:  

Bahwa  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  t i dak  

berwenang  memer iksa ,  mengadi l i  dan memutus  perkara  a quo ;  

1. Bahwa Ser t i f i k a t  tanah  No.  1145/Ke l .Se r iw i n i  tangga l  30  

Hal .  19 dar i  73 Hal .  Putusan  No.  25/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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Nopember  2009  atas  nama Marten  Rante tandung ,  se luas  870  

M2 masih  da lam proses  band ing  oleh  Sdr .  SUKRI,  saat  in i  

masih  da lam  proses  pemer iksaan  band ing  di  Pengad i l an  

Tingg i  Jayapura ,  o leh  karena  i t u  be lum  memi l i k i  

kekuatan  hukum yang  past i :  

2. Bahwa  sehubungan  dengan  po in t  1  d i  atas ,  maka  KTUN 

obyek  gugatan  belum  memi l i k i  s i f a t  def i n i t i v e / f i n a l  

karena  Keputusan  Pengad i l an  dalam  perkara  te rsebu t  

d ia tas  belum in  krach t ;  

3. Maka  dengan  demik ian  obyek  gugatan  dia tas  in i  t i dak  

memi l i k i  s i f a t  f i na l  atau  defen i t i f ,  namun  apab i l a  

Maje l i s  Hakim  berpendapat  la i n ,  maka  dengan  in i  

Tergugat  I I  In te r vens i  menyampaikan  jawaban  te rhadap  

gugatan  Penggugat  mengenai  pokok  perkara  sebaga i  

ber i ku t :  

DALAM  POKOK PERKARA: 

Bahwa  Terguga t  I I  In te r vens i  menolak  dengan  tegas  

dal i l - da l i l  Penggugat ,  kecua l i  da l i l - da l i l  yang  diaku i  

dengan  tegas  kebenarannya  oleh  Tergugat  I I  In te r vens i .  Bahwa 

dal i l - da l i l  yang  dikemukakan  dalam  Ekseps i  d ia tas ,  mohon 

dianggap  sebaga i  satu  kesatuan  yang  t i dak  te rp i sahkan  

( in teg ra l )  dengan dal i l - da l i l  da lam pokok  perkara ;  

Bahwa  penerb i t an  Obyek  Sengketa  te lah  sesua i  dengan  

Hukum dan Pera tu ran  Perundang- Undangan yang ber laku :  

1. Bahwa pero lehan  hak  atas  tanah  yang  te r l e t a k  di  Ja lan  

RE.Mar tad ina ta  Kelu rahan  Ser iw in i  Dis t r i k  Nabi re  

sebaga imana  yang  te l ah  disebu tkan  dia tas   oleh  

Tergugat  I I  In te r vens i  ada lah  sah  dan  benar  karena  

berdasarkan  Sura t  Keputusan  Bupat i  Kabupaten  Pania i  

sekarang  Kabupaten  Nabi re   No.  7/KPTS/  AGR/9/66  

tangga l  15  Mei  1966  te rsebu t  ada lah  tanah  yang  
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langsung  dikuasa i  o leh  Negara  /Pemer in tah ,  bukt i  

te r l amp i r ;  

2. Bahwa  seb idang  tanah  yang  te r l e t a k  d i  Ja lan  

RE.Mar tad ina ta  Kelu rahan  

Ser iw in i  Dis t r i k  Nabi re  Kabupaten  Nabi re ,  yang  berada  

dalam  lokas i  area l  tanah  yang  d isebu tkan  dia tas  

te rmasuk  dalam  Sura t  Keputusan  Bupat i  Kabupaten  

Pania i  sekarang  Kabupaten  Nabi re  dimohon  o leh  Kepala  

Inspek to ra t  Wi layah  Kabupaten  Nabi re  untuk  dibe r i k an  

kepada  Marthen  Rante tandung  Tergugat  I I  In te r vens i  in  

casu  ,  bukt i  te r l amp i r ;  

3. Bahwa Bupat i  Kepala  Daerah  Tingka t  I I  Pania i  sekarang  

Kabupaten  Nabi re  da lam sura tnya  te r t angga l  4 Nopember  

1990  menyetu ju i  permohon  te rsebu t  pada  angka  2 

dia tas ,  member i kan  seb idang  tanah  yang  te r l e t a k  di  

Ja lan  RE.  Martad ina ta  Kelu rahan  Ser iw in i  Dis t r i k  

Nabi re  kepada  Marthen  Rante tandung  sesua i  dengan  

permohonan  Kepala  Inspek to ra t  tesebu t  d ia tas ,  

pember ian  in i  ada lah  sah  dan  benar  karena  dibe r i k an  

oleh  Pejaba t  yang  berwenang,  dengan  tanda  bukat i  

Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k ,  karena  Trgugat  I I  In te r vens i  

te lah  memenuhi  sega la  persya ra tan  dan  prosedur  ser ta  

mekanisme  yang  te l ah  d i t e t apkan  untuk  i t u ,  bukt i  

te r l amp i r ;  

4. Bahwa  sebaga i  t i ndak  lan ju t  dar i  Sura t  Bupat i  

Kabupaten  Nabi re  te rsebu t  d ia tas  oleh  Sekre ta r i s  

Wi layah /Daerah  dalam sura tnya  tangga l  31 Agustus  1992  

kepada  Asis ten  I  Kepala  Bagian  Pemer in tahan  Kabupaten  

Daerah  Tingka t  I I  Pania i  ten tang  permohonan  Sdr .  

Marthen  Rante tandung  te l ah  memenuhi  syara t  untuk  

dip roses  guna  mendapatkan  hak  atas  tanah  dimaksud  

sesua i  dengan  petun juk  Bapak  Bupat i ,  buk t i  te r l amp i r ;  

Hal .  21 dar i  73 Hal .  Putusan  No.  25/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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5. Bahwa  untuk  maksud  te rsebu t  pada  poin t  4  dia tas ,  

Kepala  Bagian  Pemer in tahan  mela lu i  sura t  te r t angga l  

11  Ju l i  1990  yang  di tu j ukan  kepada  Kepala  Badan  

Per tanahan  Nasiona l  (  BPN )  mohon  bantuan  dapat  

d ip roses  Permohonan  M.Rante tandung  atas  tanah  yang  

te r l e t a k  d i  Ja lan  RE.Mar tad ina ta  Kelurahan  Ser iw in i  

sebe lah   Bara t  Kapl i ng  Sdr .  Wamid pegawai  BPN Nabi re ,  

bukt i  te r l amp i r ;  

6. Bahwa untuk  memenuhi  syara t - syara t  Admin is t r a s i  yang  

di t en tukan   sebaga i  ke lengkapan  sura t - sura t  da lam 

proses  pengurusan  Ser t i f i k a t  atas  tanah  yang  dimaksud  

pada  po in t  5  te r sebu t  d ia tas ,  d i te r b i t k an l ah  Sura t  

Kepala  Kelu rahan  Nabarua  No.  593/546 /90  tangga l  8 

Oktober  1990  te r t anda  Markus  Salo  Damba  anak  

N.H.Damba yang  menjua l  tanah  in  casu  kepada  Penggugat  

dimana  tanah  te rsebu t  masih  berada  dalam  wi layah  

Kelu rahan  Nabarua  pada  waktu  i t u  sebe lum  adanya  

pemisahan  dengan  ke lu rahan  Sezr iw in i  yang  menyatakan  

bahwa tanah  dmaksud  be lum  pernah  dimohon  oleh  orang  

la i n ,  masih  kosong  dan  tanah  te rsebu t  ada lah  

sebag ian  te l ah  d ibe r i kan  kepada  Sdr .  Wamid,  dan  

Mathen  Rante tandung,  bukt i  te r l amp i r ;   

7. Bahwa  sebaga i  bukt i  garapan  tanah  dimaksud  te rsebu t  

d ia tas  yang  sebe lumnya  te l ah  diga rap  oleh  

M.Rante tandung   pada  tahun  1986  maka  oleh  Kepala  

Kelu rahan  Nabarua   d i te rb i t k an  sura t  Keterangan  Bukt i  

Pemi l i k an  Tanah  Garapan  No.  593/KKT/SKPBT/375/1990  

tangga l  17 Ju l i  1990 te r l e t a k  di  Ja lan  RE.Mar tad ina ta  

Kelu rahan  Ser iw in i  Dis t r i k  Nabi re  yang  dibe rkan  

kepada  M.Rante tandung ,  bukt i  te r l amp i r ;  

8. Bahwa  Sura t  Keterangan  Bukt i  Tanah  Garapan  oleh  

M.Rate tandung  se jak  tahun  l986  dar i  Kepala  Kelu rahan  

Nabarua  Dis t r i k  Nabi re  te rsebu t  d ia tas  kemudian  

digan t i  dengan  Sura t  Keterangan  Pengusaan  Tanah  

Negara  No.  593/21 /SKPTN/ I I I / 2 003  tangga l  19  Maret  
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2003  yang  dike lua rkan  oleh  Kepala  Kelu rahan  Ser iw in i  

yang  te lah  di reg i s t r a s i  o leh  Kepala  Dis t r i k  Nabi re  

No.  34/SKPTN/2004  tangga l  27- 05- 2004  karena  pada  

waktu  i t u  sudah  te r j ad i  pemekaran  Kelu rahan  dimana  

Kelu rahan  Nabarua   d i  bag i  menjad i  dua  dengan  

Kelu rahan  Ser iw in i  yang  menetapkan  M.Rante tandung  

sebaga i  Penggarap  dibua t  untuk  dipe rgunakan  sebaga i  

persyara tan  proses  Hak  atas   Tanah  di  Kanto r  

Per tanahan  Kabupaten  Pania i  d i  Nabi re . , buk t i  

te r l amp i r ;  

9. Foto  Copy  tanpa  ska la  sesua i  dengan  SKPTN  No.  

593/21 /SKPTN/ I I I / 2 03  tangga l   19  Maret  tanah  yang  

te r l e t a k  d isebe lah  Utara  Tanah Suwi la  Sebelah  Sela tan  

J ln .RE.Mar tad ina ta  sebe lah  Bara t  Ja lan /Lo rong  Sebelah  

Timur  Tanah BPD Nabi re  (  dahu lu  Tanah Wamid )  Pegawai  

BPN Nabi re ,  berdasaarkan  Sura t  pernya taan   Tanah  

Negara  in i  d ibua t  untuk  d ipe rgunakan  sebaga i  proses  

hak  atas  tanah  di  Kanto r  Per tanahan  Kabupaten  Pania i  

d i  Nabi re ,  untuk  Marthen  Rante tandung ,  bukt i  

te r l amp i r ;  

10. Foto  copy  Kwi tans i  Pembayaran  Dar i  BPN  Nabi re  

te r t anda  HERMAN BALALEMBANG Pegawai  BPN Nabi re  untuk  

biaya  pengukuran  Tanah  di  Ja lan  RE.Mar tad ina ta  

Kelu rahan  Ser iw in i  Dis t r i k  Nabi re  atas  nama Marthen  

Rante tandung  ,  pada tangga l  17 Apr i l  2003 sebesar  Rp.  

600.000 ,  (  enam ra tus  r i bu  rup iah  ) ,  bukt i  te r l amp i r ;  

11. Foto  copy  Kwi tans i  Pembayaran  biaya  Proses  Tanah  di  

Ja lan  RE.Mar tad ina ta  Kelurahan  Ser iw in i  Dis t r i k  

Nabi re  untuk  mendapatkan  Ser t i f i k a t  Tanah  atas  nama 

Marthen  Rante tandung  dar i  BPN  Nabi re  tangga l  27  

Pebruar i  2007  sebesar  Rp.  2.387 .440  , -  (  dua  ju t a  

t i ga  ra tus  delapan  pu luh  tu j uh  r ibu  empat  raus  empat  

pu luh  rup iah  ) ,  bukt i  te r l amp i r ;
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12. Foto  copy  Gambar  Sementara  (GS)  atas  permin taan  Drs .  

Syukr i  Mal i k  yang  dibawa oleh  Penggugat  sebaga i  bukt i  

kepemi l i k an  Tanah  lebar  100,05  Meter  dan  pan jang  

21.321 .  meter  perseg i  yang  te r l e t a k  d i  Ja lan  Yos  

Sudarso  Kelu rahan   Nabarua  Kecamatan  Nabi re   dalam 

perkara  in i ,  te r t angga l  11  Nopember  1981  bukan l  

merupakan  ala t  bukt i  kepemi l i k an  yang  sah,  bukt i  

te r l amp i r ;  

13. Sura t  Sekre ta r i s  Wlayah  Daerah  Tingka t  I I  Pania i  No.  

593.5 /1295 /Pem  tangga l  23  Oktober  1992  kepada  Sdr .  

Kepala  Kelu rahan  Nabarua  untuk  t i dak  member ikan  

rekomendas i  atau  Sura t  Keterangan  kepada  pihak  la i n  

guna memohon Tanah yang  te r l e t a k  di  Ja lan  Raya Nabi re  

ke  Samabusa  sebaga imana  gambar  s i t uas i  te r l amp i r ,  

bukt i  te r l amp i r ;  

14. Foto  Copy  Sura t  Lurah  Nabarua  No.  539.5 /758 /92  

tanga l  10  Nopember  1992  yang  di tu j u kan  kepada  Bapak  

Haj i  Lamanah d i  Nabi re  yang  menyatakan   permin taan  

mengenai  Sura t  Keterangan  da lam rangka  pengurusan  Hak 

atas  Tanah ( l i h a t  lampi rannya )  t i dak  dapat  d ibe r i kan ,  

bukt i  copy  te r l amp i r ;  

Cata tan ,  bahwa  Haj i  Lamanah  dan  Amir  Santa  Bin  Santa  

(Penggugat )  bersama- sama membel i  tanah  yang  dimaksud  in  

casu  dar i  NH.Damba yang  te lah  dinya takan  dalam Keputusan  

Pengad i l an  Neger i  Nabi re  No.12/Pd t .G /2010 /PN.NBE  tangga l  

01  Mei  2010  t i dak  berhak  menjua l  tanah  te rsebu t  d i  Ja lan  

RE.Mar tad ina ta  Kelu rahan  Ser iw in i  Dis t r i k  Nabi re ,  karena  

bukan  pemi l i k  tanah  te rsebu t ,  mela inkan  Drs .Syuk r i  Mal i k  

yang  memohon GS (Gambar  Si tuas i  Sementar  )  No.380  /1981 ;  

15.Sura t  Pernya taan   Penguasaan  Tanah  Negara  No.  

593/03 /SPPTN/2011  tangga l  4  Maret  2011  dar i  Kepala  

Kelu rahan  Ser iw in i  d imana  tanah  yang  dimaksud  dalam 

perkara  in i  berada  dan te r l e t a k  dalam wi layah  Pemer in tahan  

Kelu rahan  Ser iw in i   Dis t r i k  Nabi re ,  bahwa tanah  te rsebu t  
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sebe lumnya  te l ah  dida f t a r kan  sebaga i  Tanah  Negara  yang  

diga rap  dan dikuasa i  o leh  Marthen  Rante tandung  se jak  tahun  

1986  dan  te l ah  dibe r i k an  SKPTN  (Sura t  Keterangan  

Penguasaan  Tanah  Negara)  No.  593/21 /SKPTN/ I I I / 2 03  tangga l  

19  Maret  2003,  dan  se lan ju t nya  Penguasaan  Tanah  Negara  

te rsebu t  te l ah  d i reg i s t r a s i  pada  Kanto r  Dis t r i k  Nabi re  

dengan  No.  34/SKPTN/2004  tanah  yang  ada  dalam  wi layah  

admin is t r a s i  Kelu rahan  Ser iw in i .  Di je l askan  leb ih  lan ju t  

bahwa  sekarang  tanah  te rsebu t  sudah  berser t i f i k a t  Hak 

Mi l i k  No.  1145,  atas  nama  M.Raten tandung,  dasar  sura t  

pendaf ta r an  sura t  Keputusan  Kakantah  Kabupaten  Nabi re  

tangga l  25 Nopember  2009 No.  520.1 .81 /1172009  dengan Sura t  

Ukur  tangga l  25  Npember  2009  No.  97/09 /2009  luas  870  M2.  

bukt i  te r l amp i r ;  

16.Sura t  Keputusan   Kepala  Kantor  Per tanahan  Kabupaten  

Nabi re  No.  520.1 - 81/117 /2009  tangga l  15  Nopember  2009  

ten tang  pember ian  Hak  Mi l i k  atas  nama  Mart i n i  Cs  (5  

orang)   tangga l  10- 02- 2009  berkedudukan  d i  Nabi re  

berser t a  berkas  yang  berhubungan  dengan  i t u ,  bahwa 

pemohon  M.Rante tandung  mengajukan  permohonan  Hak   mi l i k  

atas  seb idang  Tanah  sesua i  Hasi l  pengukuran  Kadeste ra l  

se luas  870  M2 (de lapan  ra tus  tu juh  puluh   meter  perseg i )  

yang  te r l e t a k  d i  Kelu rahan  Ser iw in i  Dis t r i k  Nabi re  

Kabupaten  Nabi re ,  bahwa tanah  yang  d imohon  ada lah  tanah  

Negara  yang  te l ah  d ikuasa i  pemohon  baik  secara  yur id i s  

maupun secara  f i s i k  sebaga imana  has i l  pemer i ksaan  Pani t i a  

Tanah  A  Kanto r  Per tanahan  Kabupaten  Nabi re ,  bukt i  

te r l amp i r ;  

Bahwa  dengan  te l ah   d ipenuh inya  semua  persyara tan  

admins t ras i  dan  prosedur  ser ta  mekanisme  yang  di te t apkan  

sesua i  dengan  keten tuan  pera tu ran  yang  ber laku  yang  te l ah  

di tempuh  oleh  Tergugat  I I  In te r vens i  untuk  dapat  

d ip rosesnya  suatu  permohonan  ser t i f i k a t  atas  s ib i dang  

tanah  yang  dikuasa i  langsung  o leh  Pemer in tah  yang  

berwenang  sebaga imana  te rsebu t  d ia tas ,  maka ada lah  layak  
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dan benar  apab i l a  tanah  yang  te r l e t a k  d i j a l an  Martad ina ta  

Kelu rahan  Ser iw in i  Dis t r i k  Nabi re  dibe r i kan  kepada  

Tergugat  I I  In te r vens i  berupa  Ser t i f i k a t  sebaga imana  

te rsebu t  d ibawah in i ;  

17.  Foto  copy  Ser t i f i k a t  Hak  mi l i k  atas  Tanah  Sdr .Mar then  

Rante tandung  No.  1145/Ke lu rahan  Ser iw in i  Ja lan  

RE.Mar tad ina ta  Nabi re ,  le t ak  Tanah  NID.  

26.13 .01 .09 .00 .056  ada lah  sah  yang  merupakan  bukt i  

te rkua t  dan  te rpenuh ,  bukt i  te r l amp i r ;  

Bahwa seba l i knya   Ser t i f i k a t  Hak Mi l i k  atas  Tanah No.  580  

pada  tangga l  10  Oktober  2001  kepunyaan  Penggugat  (  Amir  

Santa  Bin  Santa  )  t i dak  memenuhi  sara t  Hukum.  Bahwa 

menginga t  ura ian  fak ta  hukum dia tas ,  maka  sudah  je l as  

ser t i f i k a t  tanah  mi l i k  Penggugat  No.580  tangga l  10 

Oktober  2001  te rsebu t ,  te rb i t  karena  hal - ha l  yang  t i dak  

berdasarkan  hukum ya i t u :  

1. Dasar  permohonan  ser t i f i k a t  hak  mi l i k  

Penggugat  ada lah  adanya  jua l  be l i  tanah  dar i  

N.H.Damba yang  merupakan  kuasa   dar i  Syukr i  

Mal i k  kepada  Penggugat  tahun  1982  (po in t  2 

gugatan /Fak ta  hukum,  halaman  3) ,  te tap i  

Penggugat  t i dak  dapat  membukt i kan  adanya  

Sura t  Kuasa  yang  as l i  dar i  N.H.Damba,  dan  

apa  dasar  yang  dimi l i k i  o leh  Drs .  Syukr i  

Mal i k  menguasakan  tanah  te rpe rka ra ,  

sedangkan  tanah  obyek  gugatan  te rsebu t  

sebaga imana  yang  sudah  diu ra i kan  Terguga t  I I  

In te r vens i ,  ada lah  Tanah Negara ;  

2. Bahwa  Negara /Pemer in tah  Daerah  Kabupaten  

Pania i  sekarang  Kabupaten  Nabi re  t i dak  

pernah  member ikan  Tanah  Negara  te rsebu t  

kepada  Penggugat ,  karena  fak tanya  tanah  

Negara  te rsebu t  sudah  dibe r i kan  haknya  

kepada  Tergugat  I I  IN te rpens i ,  sebaga i  
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penggant i  Tanah  Tergugat  I I  In te rpens i  

d ibe lakang  Kanto r  Dinas  Sosia l  Kabupaten  

Nabi re  di  Nabi re  diambi l  o leh  Pemda  untuk  

kepent i ngan  pembangunan Kanto r  Pemer in tah ;  

3. Bahwa  Putusan  Pengad i l an  Neger i  Nabi re  

No.12 /Pd t .G /2010 /PN.NBE,  da lam  putusannya  

bahwa mengena i  obyek  gugatan  in i  sudah  cukup  

tepa t  sesua i  hukum yang  d ipe r t imbangkan  oleh  

Pengad i l an  Neger i  ha laman  56  ya i t u  Tanah  

Mi l i k  Tergugat  I I  IN te rpens i  d imana  obyek  

gugatan  ada lah  tanah  yang  bersebe lahan  

dengan  Tanah  Wamid  bukan  dengan  tanah  mi l i k  

Penggugat   Muhammad Amir  Bin  Santa ;  

4. Bahwa  semua  ke lengkapan  persyara tan  

permohonan  Hak  yang  dia j ukan  Tergugat  I I  

In te rpens i  ke  Kanto r  Per tnahan  Nabi re ,  

serper t i   Sura t  kete rangan  pemi l i k an  tanah  

garapan,  Sura t  Keterangan  Penguasaan  Tanah  

Negara ,  semuanya  menerangkan  bahwa  Tanah  

obyak  gugatan ,  pada  sebe lah  Timurnya  

bebatasan  dengan  Tanah  Mi l i k  Wamid,  bukan  

dengan  tanah  mi l i k  Penggugat  (  ha laman  56 

putusan  PN Nabi re ) ;  

5. Bahwa  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  No.  1145/2009  

atas  nama  Tezrguga t  I I  In te rpens i ,  memuat  

data  f is i k  dan  data  Yurid is  yang  sesua i  

dengan  Sura t  Ukur   No.  97/09 /2009  dan sesua i  

dengan  buku  Tanah  Ser t i f i k a t  Hak  mi l i k  No.  

1145/2009  (  ha laman 58 putusan  PN.Nabi re ) ;  

6. Bahwa  ten tang  penundaan  pelaksanaan ,  bahwa 

Tergugat  I I  In te rpens i  sangat  kebera tan  

dengan  dal i l  Penggugat  ten tang  Permohonan  

Penundaan  Keber lakuan  Ser t i f i k a t  Hak  mi l i k  
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nomor  1145  Kelu rahan  Serowin i  tangga l  30 

Nopember  2009  Sura t  Ukur  No.  97/09 /2009  

tangga l  25  Nopember  2009 atas  nama Marthen  

Rante tandung  se luas  dan  sebatas  210  M2 dar i  

kese lu ruhan  luas  tanah  se luas  870  M2 yang  

dimohonkan  oleh  Penggugat ;  

7. Bahwa  permohonan  Penggugat  te rsebu t  t i dak  

berdasarkan  hukum dan  sangat  mengada- ngada,  

t i dak  berdasarkan  fak ta  Hukum,  sebab  obyek  

gugatan  saat  in i  masih  dalam  sengketa  

di t i n gka t  band ing  di  Pengadi l an  Tingg i  

Jayapura ;  

18. Foto  copy  Sura t  Keterangan  Pendaf ta ran  Tanah  (  SKPT )  

dar i  Kantor  Badan  Per tanahan  Nasiona l  (  BPN )  Nabi re  

No.  20 /SKPT/2010  Jen is  dan No.  Hak :  1145  Luas  870  M2 

Hak  Mi l i k  atas  nama  Marthen  Raqnte tandung , t e l ah  

te rda f t a r  pada  Kanto r  Per tanahan  Nabi re ,  bukt i  

te r l amp i r ;  

19. Foto  Copy  Sura t  Keterangan  Pendaf ta ran  Tanah  No.  

20/SKPT/2010  tanga l  239  - 06- 2010  dan  No Hak 1145  Luas  

870  M2 tangga l  29-  06-  2010  Hak  Mi l i k  atas  Nama 

M.Rante tandung   dar i  Kanto r  Badan  Per tanahan  Nasiona l  

(BPN)  Nabi re  ten tang  Penerb i t an  Ser t i f i k a t  seb idang  

tanah  yang  te r l e t a k  d i  Desa/Ke lu r ahan  Ser iw in i  

Kecamatan /D i s t r i k  Nabi re  Kabupaten  Nabi re  luas  870  M2,  

merupakan  bukt i  yur i d i s  te r l am pi r ;  

20. Keputusan  Pengadi l an  Neger i  Nabi re  N0.  

12/Pdt .G /2010 /PN.NBE  tangga l  01  Mei  2011  yang  

menyatakan  M.Rante tandung ,  se laku  Tergugat  I I  

In te rpens i  in  casu  ada lah  pemi l i k  Sah atas  tanah  yang  

te r l e t a k  di   Ja lan  RE.  Martad ina ta  sesua i  dengan  

Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  atas  tanah  yang  dike lua rkan  o leh  
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Badan Per tanahan  Nasiona l  d i  Nabi re ,  bukt i  te r l amp i r ;  

Bahwa  Pero lehan  tanah  yang  te r l eak   d i  Ja lan  

RE.Mar tad ina ta  Kelu rahan  Ser iw in i  Dis t r i k  Nabi re  

sebaga imana  yang  te l ah  disebu tkan  dia tas   o leh  Tergugat  

I I  In te rpens i  ada lah  sah  dan benar  karena  te l ah  dibe r i kan  

oleh  Pejaba t  Pemer in tah  Kabupaten  Nabi re  yang  berwenang  

dengan  tanda  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k ,  karena  Tergugat  I I  

In te rpens i   te lah  memenuhi  sega la  persya ra tan  dan  

prosedur  ser ta  mekanisme  yang  te l ah  d i t e t apkan  untuk  i t u  

oleh  Undang- Undang  No.  5  Tahun  1960  dan  Pera tu ran  

pelaksanaannya ,Ha l  in i  sudah  merupakan  syara t  ju r i d i s  dan  

secara  khusus  kewenangan  in i  d ia tu r  dan di te t apkan  dengan  

SK.Bupat i  Kabupaten  Pania i  No.  7/KPTS/AGR/9/66  tangga l  15  

Mei  1966;

Bahwa se la i n  syara t - syara t  Admins t ras i  dan  syara t - syara t  

Yur id i s  yang  di t en tukan  untuk  i t u ,mas ih  harus  di l i h a t  

bukt i  f i s i k  yang  nyata  yang  te rdapa t  d i l apangan   sebaga i  

suatu  fakta  lapangan  seper t i  yang  te rbuk t i  dar i  keg ia tan -

keg i t an  yang  di l akukan  oleh  Terguga t  I I  In te rpens i  pada  

lokas i  in  casu  te rsebu t  d ibawah  in i ;  

21. Foto  /  Gambar  lokas i  Tanah  di  Ja lan  RE.Mar tad ina ta  

Kelu rahan  Ser iw in i  Dis t r i k   Nabi re  dengan  Tanaman 

Kelapa  yang  d i t anam  oleh  M.Rante tandung  (Terguga t  I I  

In te r vens i )   enam tahun  yang  la l u  di l okas i  te rsebu t ,  

bukt i  te r l amp i r ;  

22. Foto /Gambar  Pagar  Kawat  berdur i  pada t i ang  ba lok  10/10  

ke l i l i n g  lokas i  te rsebu t  d ia tas  seb idang  tanah  yang  

te r l e t a k  di  Ja lan  RE.Mar tad ina ta  Kelurahan  Ser iw in i  

Dis t r i k  Nabi re  da lam  perkara  in i  yang  dipasang  o leh  

M.Rante tandung  (  te rguga t   I I   In te rpens i  )  pad  tahun  
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1996;  

23. Foto /Gambar  Tumpukan pas i r  dan Batu  Ker i k i l  ser ta  Batu  

Kal i  mi l i k  M.Rante tandung  Tergugat  I I  In te rpens i  yang  

dibawa  keda lam  lokas i  tanah  te rpe rka ra  oleh  

M.Rante tandung  yang  akan  digunakan  untuk  membangun 

sebuah  Rumah  Tingga l  yang  te r l e t a k  d i  Ja lan  RE.  

Martad ina ta ,  Kelurahan  Ser iw in i  Dis t r i k  Nabi re ,  bukt i  

te r l amp i r ;  

Bahwa  pagar ,  tanaman  Kelapa ,   tumpukan  batu  ker i k i l ,  

pas i r  dan  Batu  Kal i  yang  ada  di l okas i  te rsebu t   d i l i h a t  

dan  disaks i kan  oleh  Hakim  dan  ju ru  s i t a  yang  had i r  pada  

waktu  di l akukan  PS (  Pemer iksaan  Setempat  )  sehubungan  

dengan  perkara  Perda ta  No.12 /Pd t .G /2010 /PN.NBE  anta ra  

Marthen  Rante tandung  sebaga i  Penggugat  dan  Sukr i  sebaga i  

Tergugat  atas  seb idang  tanah  ukuran  29 X 30 M luas  870 M2 

yang  te r l e t a k  di  J ln .RE.Mar tad i na ta  Kelu rahan  Ser iw in i  

Dis t r i k  Nabi re ,  d imana  tanah  te rsebu t  d iaku i  o leh  Amir  

Santa  Bin  Santa  se laku  Penggugat   sebaga i  mi l i knya  se luas  

210  M2 dar i  kese lu ruhan  luas  tanah  870  M2 juga  te r l e t a k  

/be rada  dalam  batas  luas  kap l i ng  870  M2  mi l i k  Marthen  

Rante tandung  berdasarkan  dan  sesua i  dengan  Ser t i f i k a t  

tanda  bukt i  Hak No.1145  /Ke l .  Ser iw in i  berdasarkan  Sura t  

Ukur  tangga l  25  Nopember  2009 No.  97/09 /2009 ,  Sura t  

Keputusan  Kakantah  Kabupaten  Nabi re  tangga l  25   Nopember  

2009  No.  520.1 - 81/117 /209  dalam  perkara  in i ;  

Bahwa  berdasarkan  Ser t i f i k a t  atas  nama  Tergugat  I I  

In te r vens i  Marthen  Rante tandung  te rsebu t  d ia tas  maka 

ser t i f i k a t  pemegang  hak  atas  nama Amir  Santa  Bin  Santa  No.  

580 /Ke l .Se r iw i n i  tangga l  10 Oktober  2001 ada lah  cacat  Hukum 

karena  ada  da lam  lokas i /  are l  tanah  Hak  Mi l i k  orang  la i n  

(Terguga t  I I  In te r vens i ) ;  
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Bahwa Penggugat  Sdr .  Amir  Santa  Bin  Santa  pada  awal  mulanya  

membel i  tanah  pada  tahun  1982  dar i  N.H.Damba yang  merupakan  

kuasa  dar i  Drs ,  Syukr i  Mal i k   se laku  pemegang  Gambar  No.  

380/1981  tangga l  11 Nopember  1081  adalah  t i dak  sah  karena ;  

1. Bahwa  gambar  Si tuas i  No.380/1981  tangga l  11 

Nopember  1981  te rsebu t  d ia tas  sudah  keda luwarsa  

dan  t i dak  mempunyai  kekuatan  hukum sebaga i  bukt i  

kepemi l i k an  atas  tanah  in  casu ;  

2. Bahwa  Pera l i han  pemegang  GS. te rsebu t  kepada  

N.H.Damba yang  menjua l  tanah  in  casu  kepada   Amir  

Santa  Bin  Santa   sebaga i  Penggugat  da lam  perkara  

in i  t i dak  di l akukan  sesua i  dengan  keten tuan  yang  

ber laku  dan  t i dak  dapat  d ibuk t i k an  dengan  bukt i  

Otent i k  da lam  s id i ng  Pengad i l an  Negar i  Nabi re  

berdasrkan  putusan  perkara  No.  12/Pdt .G /2010 /  

PN.NBE;  

3. Menimbang bahwa da lam pasa l  32 ayat  (1 )  PP.  No.  24  

Tahun  1997  menyebutkan  Ser t i f i k a t  merupakan  Sura t  

Tanda  Bukt i  Hak  yang  ber laku  sebaga i  a la t  

pembukt i an  yang  kuat  mengenai  data  f i s i k  dan  data  

yur id i s  yang  te rmuat  dida lamnya  sepan jang  data  

f i s i k  dan data  yur i d i s  te rsebu t  sesua i  dengan  data  

yang  ada  dalam  sura t  ukur  dan  Buku  Tanah  yang  

bersangku tan ;  

Bahwa  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  No.  1145/2009  yang  te r t e r ah  

atas  nama  M.Rante tandung  dan  data - data  f i s i k  has i l  

pemer i ksaan  di l apangan  sebaga imanayang  disebu tkan  dia tas  

dan  data  yur i d i s  te rhadap  tanah  sengketa  sesua i  dengan  

sura t  ukur  No.97 /09 /209  te r t angga l  25  Nopember  2009  dan  

sesua i  dengan  Buku  Tanah  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  No.  
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1145/2009 ;  

4. Bahwa Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  1145/2009  sampai  pada  

saat  in i  be lum  pernah  dip indah  tangankan  kepada  

pihak  la i n  dan atau  dipe r j ua l  be l i kan  seh ingga  hak  

atass  Ser t i f i k a t  te rsebu t  masih  berada  da lam 

kekuasaan  Marthen  Rante tandung ,  dan  SK te rsebu t  

juga  belum  pernah  dicabu t  atau  d inya takan  t i dak  

berkekua tan  hukum yang  mengika t  o leh  suatu  putusan  

Pengad i l an  yang  berkekua tan  hukum  te tap ,  dan  

karenanya  masih  sah  dan  masih  ber laku  sampai  saat  

sekarang  in i ;  

5. Bahwa hal  te rsebu t  pada  poin t  4 d ia tas  berdasarkan  

Keputusan  Pengad i l an  Neger i  Nabi re  

No.12 /Pd t .G /2010 /PN.NBE  pada  poin t  ke  empat  

menyatakan  Marthen  Rante tandung  ada lah  pemi l i k  sah  

atas  tanah  yang  te r l e t a k  di  J ln .RE.Mar tad ina ta  

sesua i  dengan  Ser t i f i k a t  hak  mi l i k  atas  tanah  yang  

dike lua r kan  o leh  Bdan Per tanahan  Nasiona l  Nabi re ;  

Bahwa  Tergugat  I I  In te rpens i  sangat  kebera tan  dengan  

dal i l  Penggugat  ten tang  permohonan  penundaan  pe laksanaan  

keber l akuan  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  No.  1145/  Kel .Ser iw i n i  

tangga l  30 Nopember  2009,  Sura t  Ukur  No.7 /09 /2009  tangga l  

25  Nopember  2009  atas  nama Marthen  Rante tandung  se luas  

dan  sebatas  210  M2 dar i  kese lu ruhan  luas  tanah  870  M2 

yang  dimohonkan  oleh  Penggugat ;  

Bahwa  permohonan  Penggugat  te r sebu t  t i dak  berdasarkan  

hukum dan  sangat  mengada- mengada  t i dak  berdasarkan  fak ta  

hukum sebab  obyek  gugatan  saat  in i  masih  da lam sengketa  

di  t i ngka t  band ing   d i  Pengad i l an  Tingg i  Jayapura ;  
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Bahwa berdasarkan  ura ian  dan  dasar  Hukum yang  Terguga t  I I  

In te rpens i  sampaikan ,  ba ik  da lam Ekseps i ,  dan Jawaban,  mohon 

k i ranya  Maje l i s  Hakim Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  

yang  memer iksa  dan  mengadi l i  perka ra  in i  dapat  member ikan  

Putusan :  

DALAM EKSEPSI :  

1. Mener ima  Ekseps i  Terguga t  I I  In te r vens i  untuk  

se lu ruhnya ;  

2. Menyatakan  Gugatan  Penggugat  t i dak  dapat  

d i t e r ima ;  

3. Membebankan  biaya  yang  t imbu l  da lam  perkara  

in i  kepada  Pengggugat ;

DALAM PENUNDAAN:  

Menolak  permohonan  penundaan  keber l akuan  Ser t i f i k a t  Hak 

Mi l i k  No.1145/  Kel .Serw in i  tangga l  30  Nopember  2009,  Sura t  

Ukur  No.97/09 /2009  tangga l  25  Nopember  2009  atas  nama 

Marthen  Rante tandung  se luas  sebatas  210  M2 dar i  kese lu ruhan  

luas  tanah  se luas  870 M2 yang  dimohon  oleh  Penggugat ;  

DALAM POKOK  PERKARA:  

1. Menolak  Gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya ;  

2. Menyatakan  Sah  Ser t i f i k a t  Hak  mi l i k  No.  

1145/Ke l  Ser iw in i  tangga l   30  Nopember  2009,  

Sura t  Ukur  nomor  97/09 /2009  tangga l   25 

Nopember  2009  atas  nama Marthen  Rante tandung  

untuk  luas  kese lu ruhannya  ya i t u  se luas   870  
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M2;  

3. Menyatakan  bata l  dan t i dak  sah Ser t i f i k a t  Hak 

Mi l i k  No.  580  yang  d i t e r b i t k an  oleh  Kepala  

Kanto r  Per tanahan  Kabupaten  Pania i  sekarang  

Nabi re  pada  tangga l  10  Oktober  2001,  Sura t  

Ukur  tangga l  18 Ju l i  2001 No.  37/09 /2001  atas  

nama  Penggugat ;  

4. Memer in tahkan  Terguga t  untuk  mencabut  

Ser t i f i k a t  Hak Mi l i k  No.580  yang  di te rb i t k an  

oleh  Kepala  Kanto r  Per tanahan  Kabupaten  

Pania i  sekarang  Nabi re  pada  tangga l  10  

Oktober  2001  Sura t  Ukur   tangga l   18  Ju l i  

2001  No.37 /09 /2001  atas  nama  Penggugat ;  

5. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Penggugat ;  

Menimbang,  bahwa atas  jawaban  Tergugat  dan Tergugat  I I  

In te r vens i  te rsebu t ,  Penggugat  te l ah   mengajukan  Repl i k  

masing- masing  te r t angga l  04  Agustus  2011 dan  atas  Repl i k  

Penggugat  te r sebu t  Tergugat  dan Tergugat  I I  In te r vens i  te l ah  

mengajukan  Dupl i k  masing- masing  te r t angga l  11  Agustus  2011,  

pada  pokoknya  masing- masing  pihak  te tap  ber tahan  pada  da l i l  

Gugatan  maupun Jawabannya;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  

gugatannya ,  Penggugat  te l ah  mengajukan  bukt i - bukt i  te r t u l i s  

berupa  fo tokop i  sura t - sura t  bermete ra i  cukup  yang  dibe r i  

tanda  P- 1  sampai  dengan  P- 11,  dengan  per inc i an  sebaga i  

ber i ku t :
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P–1:  Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  Nomor  580/Ke lu rahan  Si r iw i n i  

tangga l  10  Oktober  2001,  Sura t  Ukur  No.  37/09 /2001  

tangga l  18  Ju l i  2001  se luas  280  M2 atas  nama  Amir  

Santa  bin  Santa ,  ( fo t o  copy   sesua i  dengan  as l i nya ) ;  

- - - - - - - - - - -

P–2:  Risa lah  Pengolahan  Data  ten tang  Sengketa  Serobotan  
Tanah Lokas i  Kelurahan  Si r iw i n i  Dis t r i k  Nabi re  
Kabupaten  Nabi re  anta ra  Syukr i  Syaharudd in  dengan  
Marthen  Rante tandung  Nomor  01/gE/Mare t / 2011 ,  ( fo t o  
copy   sesua i  dengan as l i nya ) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P–3:  Sura t  Tanda Ter ima  Setoran  Pajak  Bumi  dan Bangunan  
(PBB)  tahun  2010,  Tempat  pembayaran  BPD Cabang Nabi re ,  
Nama Waj ib  Pajak  Amir  Santa ,  Lokas i  Kel .  Nabarua  
Dis t r i k  Nabi re ,  te r t angga l  20 September  2010,   ( fo t o  
copy  sesua i  dengan as l i nya ) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P–4:  Risa lah  Pernya taan  Permohonan Banding  (Mode l :  C.7  Pdt )  
Nomor  12/Pdt .G /2010 /PN.NBE te r t angga l  11 Mei  2011,  
( fo t o  copy  sesua i  dengan as l i nya ) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P–5 

:   

Kwi tans i ,  sudah  te r ima  dar i  Amir  Santa  yang  di te r ima  

oleh  N.  H.  Damba sebesar  Rp.  600.000 , -  (Enam Ratus  

Ribu  Rupiah) ,  untuk  pembayaran  gant i  rug i  kap l i ng  dar i  

Sdr .  Sukr i  Mal i k  te r t angga l  20 Maret  1982,  ( fo t o  copy  

dar i  fo to  copy) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

P–6 

:  

Kwi tans i ,  sudah  te r ima  dar i  Amir  Santa  di  Nabi re  yang  

di t e r ima  oleh  Bendaharawan  Khusus  Pener ima  atas  nama 

Nico  W. sebesar  Rp.  66.440 , -  (Enam  puluh   enam  r i bu  

empat  ra tus  empat  pu luh  rup iah ) ,  untuk  pembayaran  

Biaya  Penye lesa ian  Permohonan hak  atas  tanah  di  J ln  ke  

pelabuhan  se luas  1.000  M2 te r t angga l  11  Apr i l  1983,  

( fo t o  copy  sesua i  dengan  as l i nya ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

P–7 

:  

Sura t  Kete rangan  Kepala  Satuan  Reserse  Pol res  Pania i  
No.  Pol :  SKET/293/V I I I / 2 001 /Se rse  te r t angga l  15 
Agustus  2001,   ( fo t o  copy  sesua i  dengan as l i nya ) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - -
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P–8 

:  

Sura t  M. Amir  Santa  kepada  Bupat i  Kabupaten  Nabi re ,  
te r t angga l  19 Agustu  2001 per iha l  Permohonan  
Penerb i t an  I j i n  Mendi r i k an  Bangunan ( IMB) ,   ( fo t o  copy  
sesua i  dengan  as l i nya ) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P–9 

:  

Sura t  I j i n  Mendi r i k an  Bangunan Nomor:  644/175 / IMB/2002  
tangga l  02 Oktober  2002 nama pemi l i k  M. Amir  Santa ,  
a lamat  J l .  R.  E.  Martad ina ta  Nabi re ,   ( fo t o  copy  
sesua i  dengan  as l i nya ) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P–

10:  

Sura t  Kuasa hukum Penggugat  nomor :  015/JHP- L/ I I - 2011  
tangga l  10 Februar i  2011 per iha l  Permohonan Pembata lan  
Ser t i p i k a t  Hak Mi l i k  No.  1145 beser ta  lampi rannya ,  
( fo t o  copy  sesua i  dengan as l i nya ) ;  - - - - - - - - - - - - -

P–

11:  

Tanda te r ima  sura t  nomor :  015/JHP- L/ I I - 2011 tangga l  10  
Februar i  2011 untuk  Kepala  Kantor  Per tanahan  Kabupaten  
Nabi re  te r t angga l  11 Februar i  2011,  ( fo t o  copy  sesua i  
dengan as l i nya ) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  disamping  mengajukan  bukt i - bukt i  

sura t  te rsebu t ,  Penggugat   juga  te lah  mengajukan  1  (sa tu  )  

orang  saks i  d i  pers idangan  yang  member i kan  kete rangannya  di  

bawah sumpah yang  pada pokoknya  menerangkan  sebaga i  ber i ku t :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SAKSI :  YANCE  SULU:  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  sekarang  menjaba t  sebaga i  Kakantah  Kab.  

Yapen  te tap i  sebe lumnya  ada lah  Kepala  Seks i  Sengketa  

dan  Konf l i k  Per tanahan  Kab.  Nabi re ;  

- Bahwa  saks i  mengetahu i  yang  menjad i  ob jek  dalam 

sengketa  in i  ya i t u  Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  Nomor  1145  

atas  nama  Marthen  Rante tandung ;  

- Bahwa  menuru t  saks i  Tergugat  I I  In te r vens i  pernah  

beberapa  ka l i  mengajukan  permohonan  penerb i t an  ob jek  

sengketa  te tap i  d i  to l ak  karena  a las  haknya  harus  

dise lesa i kan  di  ke lu rahan  dan  te rnya ta  lokas i  ob jek  

sengketa  tumpang  t i nd i h  dengan  ser t i p i k a t  Penggugat ;  
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- Bahwa  menuru t  saks i  ba ik  ser t i p i k a t  ob jek  sengketa  

maupun ser t i p i k a t  Penggugat  t i dak  te rgambar  da lam peta  

dasar  pendaf ta ran  tanah ;  

- Bahwa  saks i  t i dak  mengetahu i  Sura t  Keputusan  Kepala  

Kanto r  Per tanahan  Kabupaten  Nabi re  Nomor:  520.1 -

81/117 /2009  tangga l  25  November  2009  ten tang  

Pember ihan  Hak  Mi l i k  atas  nama  Yohana  Mart i n i  Cs  5 

orang;  

- Bahwa  menuru t  saks i  te l ah  dibua t  r i sa l ah  pembata lan  

objek  sengketa  karena  sete lah  di te l usu r i  berkas -

berkasnya  t i dak   ada,  seharusnya   sura t  ukur  diku t i p  

dar i  peta  dasar ,  sedangkan  lokas i  ob jek  sengke ta  t i dak  

te rmuat  da lam  peta  dasar ,  seh ingga  dis impu lkan  

penerb i t an  objek  sengketa  cacat  hukum;  

- Bahwa saks i  mengetahu i  prosedur  penerb i t an  ser t i p i k a t ;  

- Bahwa  menuru t  saks i  secara  te r t u l i s  t i dak  ada  

peno lakan  permohonan  penerb i t an  ser t i p i k a t  yang  

dia j ukan  oleh  Tergugat  I I  In te r vens i ;  

- Bahwa  menuru t  saks i  berkas - berkas  dan  warkah  objek  

sengketa  t i dak  ada  di  Kanto r  per tanahan  Kab.  Nabi re ;  

- Bahwa  saks i  t i dak  mengetahu i  bahwa  Tergugat  I I  

In te r vens i  menggarap  lokas i  ob jek  sengketa  se jak  tahun  

1986;  
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- Bahwa  menuru t  saks i  Nota  Dinas  Bupat i  t i dak  sama 

dengan  Keputusan  Bupat i ;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  da l i l - da l i l  

jawabannya ,  Tergugat  te l ah  mengajukan  bukt i - bukt i  te r t u l i s  

berupa  fo tokop i  sura t - sura t  bermete ra i  cukup  yang  dibe r i  

tanda  T- 1  sampai  dengan  T- 7,  dengan  per inc i an  sebaga i  

ber i ku t :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T–1:  Sura t  Keputusan  Kepala  Kanto r  Per tanahan  Kabupaten  

Nabi re  Nomor:  520.1 - 81/117 /2009  tangga l  25  November  

2009  ten tang  Pember ihan  Hak  Mi l i k  atas  nama Yohana  

Mart i n i  Cs 5  orang  atas  tanah  di  Kelurahan  Si r iw i n i  

Dis t r i k  Nabi re  Kabupaten  Nabi re ,  ( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy) ;  - - - - - -
T–2:  Putusan  Pengad i l an  Neger i  Nabi re  Nomor:  

12/Pdt .G /2010 /PN.NBE tangga l  29 Apr i l  2011 anta ra  
Marten  Rante tandung  sebaga i  Penggugat  Melawan Sukr i  
sebaga i  Tergugat ,  ( fo t o  copy  sesua i  dengan as l i nya ) ;  
- - - - -

T–3:  Lembar  Dispos i s i  (Kanto r  Per tanahan  Kabupaten  Nabi re )  
yang  ber i s i  sura t  dar i  Januard i  Har ibowo  Nomor:  
015/JHP- L/ I I - 2011 te r t angga l   10  Februar i  2011  yang  
di t e r ima  tangga l  16 Februar i  2011 No.  Agenda  
31/100 .2 / I I / 2 011 ,  beser ta  lampi rannya ,  ( fo t o  copy  
sesua i  dengan  as l i nya ) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T–4:  Daf ta r  Is i an  107 A/Sporad i k ,  Gambar  Ukur  No.    /Tahun  
,  ( fo t o  copy  sesua i  dengan as l i nya ) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - -

T–5:  Kwi tans i ,  sudah  te r ima  dar i  M. Rante tandung,  S.H yang  
di t e r ima  oleh  Herman Bala lembang  sebesar  Rp.  
600.000 , -  (enam ra tus  r i bu  rup iah ) ,  untuk  pembayaran  
Biaya  Pengurusan  Tanah d i  Ja lan  R.  E.  Martad ina ta  
Kelu rahan  Si r iw i n i  samping  Kapl i ng  Wamid Nabi re  atas  
nama M. Rante tandung  te r t angga l  17 Apr i l  2003,  ( fo t o  
copy  sesua i  dengan as l i nya ) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
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T–6:  Kwi tans i ,  sudah  te r ima  dar i  M. Rante tandung  di  Nabi re  
yang  di t e r ima  oleh  Bendaharawan Pener ima  atas  nama 
Obed Tebai  sebesar  Rp.  2.387 .440 , -  (dua  ju ta  t i ga  
ra tus  delapan  puluh  tu j uh  r i bu  empat  ra tus  empat  
pu luh  rup iah ) ,  untuk  pembayaran  Biaya  Proses  
penser t i p i k a t an  tanah  yang  te r l e t a k  di  Kelu rahan  
Si r iw i n i ,  luas  704 M2 te r t angga l  27 Februar i  2007,  
( fo t o  copy  sesua i  dengan as l i nya ) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T–7:  Ser t i p i k a t  Hak Mi l i k  Nomor 1145/Ke lu rahan  Si r iw i n i  
tangga l  30 November  2009,  Sura t  Ukur  No.  97/09 /2009  
tangga l  25 November  2009 se luas  870 M2 atas  nama 
Marthen  Rante tandung ,  ( fo t o  copy   sesua i  dengan  
as l i nya ) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Tergugat  t i dak  mengajukan  saks i  

d ipe rs i dangan  walaupun  te lah  diber i  kesempatan  o leh  Maje l i s  

Hakim;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  

jawabannya ,  Tergugat  I I  In te r vens i  te l ah  mengajukan  bukt i -

bukt i  te r t u l i s  berupa  fo tokop i  sura t - sura t  bermete ra i  cukup  

yang  dibe r i  tanda  T. I I . I n t - 1  sampai  dengan  T. I I . I n t - 22,  

dengan  per inc i an  sebaga i  ber i ku t :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

T. I I . I n t

- 1:

Sura t  Keputusan  Bupat i  Kepala  Daerah  Kabupaten  

Admin i t r a t i s  Pania i  Nomor:  7/KPTS/AGR/9/1966  

tangga l  15 Mei  1966  ten tang  Ter ima  Penyerahan  Hak 

Mi l i k  Atas  Tanah  Guna  Bangunan  Daerah  Nabi re ,  

( fo t o   copy   sesua i  dengan  as l i nya ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T. I I . I n t

- 2:

Sura t  Kepala  Inspek to ra t  Wilayah  Kabupaten  Daerah  
Tingka t  I I  Pania i  Nomor:  tangga l  11 Apr i l  1990,  
( fo t o  copy   sesua i  dengan  as l i nya ) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T. I I . I n t

- 3:

Nota  Dinas  Bupat i  KDH TK.  I I  Pania i  kepada  Ka.  
Badan Per tanahan  Nasiona l  d i  Pania i ,  te r t angga l  4 
September  1990,  ( fo t o  copy   sesua i  dengan  
as l i nya ) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
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T. I I . I n t

- 4:

Nota  Dinas  Sekre ta r i s  Wi layah /Daerah  kepada  
Asis ten  I /Kabag  Pemer in tahan ,  te r t angga l  31 
Agustus  1992,  ( fo t o  copy   sesua i  dengan as l i n ya ) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

T. I I . I n t

- 5:

Nota  Dinas  Kepala  Bagian  Pemer in tahan  kepada  
Kepala  Badan Per tanahan  Nasiona l ,  te r t angga l  11 
Ju l i  1990,  ( fo t o  copy   sesua i  dengan  as l i nya ) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -

T. I I . I n t

- 6:

Sura t  Kepala  Kelu rahan  Nabarua  Nomor:  593/546 /90  
tangga l  8 Oktober  1990 per i ha l  Sisa  Tanah  
Perumahan Panmus Tapioka  Nabi re ,  ( fo t o  copy  
sesua i  dengan  as l i nya ) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T. I I . I n t

- 7:

Sura t  Keterangan  Bukt i  Pemi l i k an  Tanah Garapan  
Nomor:  593/KKT/SKPBT/375 /1990  tangga l  17 Ju l i  
1990,  yang  dike lua r kan  oleh  PJS.  Kepala  Kelu rahan  
Nabarua ,  ( fo t o  copy   sesua i  dengan as l i n ya ) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T. I I . I n t

- 8:

Sura t  Kete rangan  Penguasaan  Tanah Negara  Nomor:  
593/21 /SKPTN/ I I I / 2 003  tangga l  19 Maret  2003,  yang  
dike lua r kan  o leh  Lurah  Si r iw i n i ,  ( fo t o  copy  
sesua i  dengan  as l i nya ) ;  - - - - - - - - - - - - - -

T. I I . I n t

- 9:

Peta  Tanpa Skala ,  sesua i  SKPTN Nomor:  
593/21 /SKPTN/ I I I /  2003 tangga l  19 Maret  2003  
dengan mengetahu i  Lurah  Si r iw i n i ,  ( fo t o  copy  
sesua i  dengan  as l i nya ) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T. I I . I n t

- 10:

Kwi tans i ,  sudah  te r ima  dar i  M. Rante tandung,  S.H 
yang  di t e r ima  oleh  Herman Bala lembang  Sebesar  Rp.  
600.000 , -  (enam ra tus  r i bu

rup iah ) ,  untuk  pembayaran  Biaya  Pengurusan  Tanah  

di  Ja lan  R.  E.  Martad ina ta  Kelu rahan  Si r iw i n i  

samping  Kapl i ng  Wamid  Nabi re  atas  nama  M. 

Rante tandung  te r t angga l  17 Apr i l  2003,  ( fo t o  copy  

sesua i  dengan  as l i nya ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -  

T. I I . I n t

- 11:

Kwi tans i ,  sudah  te r ima  dar i  M. Rante tandung  di  
Nabi re  yang d i t e r ima  oleh  Bendaharawan Pener ima  
atas  nama Obed Tebai  sebesar  Rp.  2.387 .440 , -  (dua  
ju t a  t i ga  ra tus  de lapan  puluh  tu juh  r i bu  empat  
ra tus  empat  pu luh  rup iah ) ,  untuk  pembayaran  Biaya  
Proses   penser t i p i k a t an   tanah   yang  te r l e t a k  d i  
Kelu rahan  Si r iw i n i ,  luas  704 M2 te r t angga l  27 
Februar i  2007,  ( fo t o  copy  sesua i  dengan  
as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T. I I . I n t

- 12:

Gambar  Si tuas i  Nomor:  380/1981  tangga l  11 
November  1981,  ( fo t o  copy  dar i  fo to  copy) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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T. I I . I n t

- 13:

Sura t  Sekre ta r i s  Wi layah  Daerah  Kabuapten  Daerah  
TK.  I I  Pania i  Nomor:  593.5 /1295 /Pem te r t angga l  23  
Oktober  1992 per iha l  Rencana Penggunaan  Tanah  
Negara  o leh  Pemda TK.  I I  Pania i ,  ( fo t o  copy  
sesua i  dengan  as l i nya ) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T. I I . I n t

- 14:

Sura t  Lurah  Nabarua  Nomor:  593.5 /758 /92  tangga l  
10 November  1992 per iha l  Rencana Penggunaan  Tanah  
Negara  o leh  Pemda TK.  I I  Pania i ,  ( fo t o  copy  
sesua i  dengan  as l i nya ) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T. I I . I n t

- 15:

Sura t  Kete rangan  Kepala  Kelu rahan  Si r iw i n i  Nomor:  
593/03 /SPPTN/2011  tangga l  4 Maret  2011 ten tang  
Sura t  Pernya taan  Penguasaan  Tanah Negara  ( fo t o  
copy  sesua i  dengan as l i n ya ) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T. I I . I n t

- 16:

Sura t  Keputusan  Kepala  Kanto r  Per tanahan  

Kabupaten  Nabi re  Nomor:  520.1 - 81/117 /2009  tangga l  

25  November  2009  ten tang  Pember ihan  Hak  Mi l i k  

atas  nama Yohana Mart i n i  Cs 5 orang  atas  tanah  di  

Kelu rahan  Si r iw i n i  Dis t r i k  Nabi re  Kabupaten  

Nabi re ,  ( fo t o  copy  sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

T. I I . I n t

- 17:

Ser t i p i k a t  Hak Mi l i k  Nomor 1145/Ke lu rahan  
Si r iw i n i  tangga l  30 November  2009,  Sura t  Ukur  No.  
97/09 /2009  tangga l  25 November  2009 se luas  870 M2 

atas  nama Marthen  Rante tandung ,  ( fo t o  copy  
sesua i  dengan  as l i nya ) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -

T. I I . I n t

- 18:

Sura t  Kete rangan   Pendaf ta ran   Tanah  Nomor :   20 
/  SKPT /  2010

tangga l  29 Jun i  2010,  ( fo t o  copy  sesua i  dengan  
as l i nya ) ;  - - - - - - - - - - - -

T. I I . I n t

- 20:

Foto /gambar  lokas i  tanah  di  J ln  R.  E.  Martad ina ta  
( te rdapa t  pohon ke lapa  yang  d i t anam T. I I .  
In te r vens i ) ,  d i  Kelurahan  Si r iw i n i ,  Dis t r i k  
Nabi re ,  ( fo t o   copy   sesua i  dengan as l i nya ) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T. I I . I n t

- 21:

Foto /gambar  lokas i  tanah  di  J ln  R.  E.  Martad ina ta  
( te rdapa t  tumpukan  pas i r  mi l i k  T. I I .  In te r vens i ) ,  
d i  Kelu rahan  Si r iw i n i ,  Dis t r i k  Nabi re ,  ( fo t o  
copy   sesua i  dengan as l i nya ) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T. I I . I n t

- 22:

Foto /gambar  lokas i  tanah  di  J ln  R.  E.  Martad ina ta  
( te rdapa t  pohon ke lapa  yang  d i t anam T. I I .  
In te r vens i ) ,  d i  Kelurahan  Si r iw i n i ,  Dis t r i k  
Nabi re ,  ( fo t o   copy   sesua i  dengan as l i n ya ) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Menimbang,  bahwa disamping  mengajukan  bukt i - bukt i  sura t  

te rsebu t ,  Terguga t  I I  In te r vens i  juga  te lah  mengajukan  2 

(dua  )  orang  saks i  d i  pers i dangan  yang  member ikan  

kete rangannya  di  bawah sumpah yang  pada  pokoknya  menerangkan  

sebaga i  ber i ku t :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

SAKSI  JOHNY  PASANDE:  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

- Bahwa  saks i  ada lah  Penjaba t  Lurah  Nabarua  karena  

lu rahnya  kosong  dan  saks i  d iangka t  o leh  Bupat i  

Kabupaten  Pania i ;  

- Bahwa  jaba tan  saks i  sebe lumnya  adalah  Kasubbag.  

Pemer in tahan  Desa  Kabupaten  Pania i  sekarang  Kabupaten  

Nabi re ;  

- Bahwa  saks i  kena l  dengan  Terguga t  I I  In te r vens i ,  

H.Lamana,  N.H  Damba  dan  Sukr i  Mal i k  dan  Penggugat  

mungk in  saks i  kena l  b i l a  mel iha t  orangnya ;  

- Bahwa  saks i  mengetahu i  ob jek  sengketa  karena  lokas i  

ob jek  sengke ta  te rmasuk  dalam area  yang  akan  d i  gunakan  

oleh  Pemer in tah  daerah  untuk  pembangunan  perumahan  

Pemda;  

- Bahwa hanya  H.  Lamana yang  meminta  bukt i  tanah  garapan  

dan  saks i  menolaknya ;  

- Bahwa saks i  juga  menolak  seanda inya  yang  meminta  bukt i  

tanah  garapan  ada lah  Tergugat  I I  In te r vens i ;  
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- Bahwa  saks i  t i dak  kena l  dengan  Yohana  Mart i n i ;  

- Bahwa saks i  mengetahu i  bukt i  T. I I  In t  –  1  dan  t i dak  

mengetahu i  bukt i  T- 1  dan  bukt i  T. I I  In t - 3;  

- Bahwa  saks i  menolak  permohonan  bukt i  tanah  garapan  

karena  ada per in t ah  Bupat i  Kab.  Pania i  untuk  area l  yang  

akan  dibangun  Perumahan  Panmus oleh  Pemda Kab.  Pania i  

sekarang  Kab.  Nabi re ;  

- Bahwa  saks i  t i dak  inga t  apakah  Penggugat  pernah  

mengajukan  permohonan  untuk  penser t i f i k a t a n  lokas i  

te r j ad i  sengke ta ;  

SAKSI   AMANDUS  AYER:  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

- Bahwa  saks i  t i dak  pernah  mengetahu i  Penggugat  

mengajukan  permohonan  penser t i f i k a t a n  tanah  d i  

ke lu rahan  Si r iw i n i ;  

- Bahwa  saks i  t i dak  mengetahu i  ada  penggarap  la i n  di  

lokas i  ob jek  sengketa  se la i n  Tergugat  I I  In te r vens i ;  

- Bahwa  saks i  menjaba t  sebaga i  Lurah  sementara  di  

ke lu rahan  Si r iw i n i  se jak  tahun  2011;  

- Bahwa  tugas  saks i  sebaga i  Kepala  seks i  Pemer in tahan  

ada lah  membantu  tugas- tugas  lu rah  dan menginven ta r i s as i  

masyaraka t  atau  penduduk  yang  memohon hak  atas  tanah ;  

- Bahwa  di  Kelu rahan  Si r iw i n i  d ibua t  daf ta r  atau  buku  
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untuk  masyaraka t  yang  memohon  hak  atas  tanah ;  

- Bahwa  Tergugat  I I  In te r vens i  pernah  mengajukan  

permohonan  hak  atas  tanah  di  ke lu rahan  tahun  2003;  

- Bahwa  se lan ju t nya  saks i  membuat  Sura t  Keterangan  

Penguasaan  Tanah  Negara ;  

- Bahwa  sete lah  Tergugat  I I  In te r vens i  mempero leh  

ser t i f i k a t  ob jek  sengke ta  pernah  melaporkan  ke  

ke lu rahan  tap i  tahun  berapa,  saks i  t i dak  inga t ;  

- Bahwa  saks i  t i dak  tahu  Yohana  Mart i n i ;  

- Bahwa saks i  juga  pernah  menjad i  saks i  dar i  Tergugat  I I  

In te r vens i  d i  Pengad i l an  Neger i  Nabi re ;  

- Bahwa saks i  t i dak  pernah  iku t  penin j auan  lapangan  ke  

lokas i  ob jek  sengketa  yang  di l akukan  oleh  Pengad i l an  

Neger i  Nabi re ;  

- Bahwa  saks i  mengetahu i  batas - batas  lokas i  ob jek  

sengketa ;  

- Bahwa saks i  t i dak  pernah  mendengar  ka lau  dia tas  lokas i  

ob jek  sengke ta  ada  ser t i f i k a t  la i n ;  

Menimbang,  bahwa  dalam  pers idangan  Para  Pihak  te l ah  

mengajukan  kes impu lan ,  Penggugat  dan  Tergugat  menyerahkan  

kes impu lan  masing- masing  te r t angga l  13  Oktober  2011  dan  

Tergugat  I I  In te r vens i  menyerahkan  kes impu lannya  di l ua r  

s idang  ya i t u  sebe lum  s idang  tangga l  13  Oktober  2011  

Kesimpulan  a quo  te r t angga l  11 Oktober  2011;  
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Menimbang,  bahwa untuk  mempers ingka t  putusan  in i  sega la  

sesuatu  yang  te rmuat  da lam  Ber i t a  Acara  Pers idangan  

merupakan  bag ian  yang  t i dak  te rp i sahkan  dar i  putusan  in i ;  

Menimbang,  bahwa Para  Pihak  menyatakan  t i dak  ada  lag i  

yang  dikemukakan  dan  se lan ju t nya  mohon Putusan .  Oleh  karena  

i t u ,  Maje l i s  Hakim  mengambi l  Putusan  berdasarkan  

per t imbangan- per t imbangan  hukum  sebaga imana  d iu ra i kan  

ber i ku t  in i  ;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  TENTANG  PERTIMBANGAN  HUKUM 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tu j uan  gugatan  Penggugat  

ada lah  sebaga imana  te ru ra i  da lam duduk  perkara  d i  atas  ;

Bahwa  yang  menjad i  ob jek  gugatan  dalam  perkara  in i  

ada lah  :

Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  Nomor  1145/Ke lu rahan  Si r iw i n i  Tangga l  

30  Nopember  2009,  Sura t  Ukur  Nomor  :  97/09 /2009  Tangga l  25  

Nopember  2009  Atas  Nama Marthen  Rante tandung ,  Seluas  dan  

Sebatas  210  M² dar i  kese lu ruhan  Luas  870  M²  (v i de  Bukt i  T- 7 

= Bukt i  T. I I . I n t - 17)  ;

Menimbang,  bahwa  pihak  ket i ga  ya i t u  Marthen  

Rante tandung  te l ah  mengajukan  permohonan  untuk  masuk sebaga i  

p ihak  da lam  sengke ta  in  casu  dengan  Sura t  Permohonan  

te r t angga l  20  Ju l i  2011,  maka berdasarkan  pasa l  83  ayat  (1 )  

dan  (2 )  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Jo.  Undang- Undang  

Nomor  51 Tahun 2009 Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  o leh  

Maje l i s  Hakim  permohonan  te rsebu t  te lah  dikabu l kan  dan  

Marthen  Rante tandung  didudukkan  sebaga i  Tergugat  I I  

In te r vens i  da lam  perkara  in  casu ,  sebaga imana  te l ah  

di t e t apkan  dalam Putusan  Sela  Nomor  :  25/G.TUN/2011/PTUN.JPR 

tangga l  21  Ju l i  2011  ;

Menimbang,  bahwa Penggugat  da lam dal i l - da l i l  gugatan nya 
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pada  pokoknya  menyatakan  t i ndakan  Tergugat  da lam menerb i t kan  

objek  sengke ta  a  quo  te l ah  ber ten tangan  dengan  Pera tu ran  

Perundang- Undangan  yang  ber laku  khususnya  Pasal - Pasa l  da lam 

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  24  Tahun  1997  ser ta  Asas- Asas 

Umum Pemer in tahan  yang  Baik  Khususnya  Asas  Kecermatan  dan  

Asas  Kepast i an  Hukum ;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  dal i l - da l i l  gugatannya  in  

casu  Penggugat  mohon  kepada  Pengadi l an  untuk  menyatakan  

bata l  atau  t i dak  sah  objek  sengketa  a quo ,  hanya  sebatas  dan 

se luas  210 M2 dar i  kese lu ruhan  luas  yang  te r t e r a  da lam objek  

sengketa  se luas  870  M2 ser ta  memer in tahkan  Tergugat  untuk  

mencabut  ob jek  sengketa  a quo  ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  Penggugat  te rsebu t  

Tergugat  te l ah  membantah  dal i l - da l i l  gugatan  Penggugat  a quo 

yang  te r t uang  dalam Jawabannya  te r t angga l  28  Ju l i  2011  yang  

pada  pokoknya  menyatakan  bahwa  Tergugat  da lam  menerb i t kan  

objek  sengketa  t i dak  ber ten tangan  dengan  Pera tu ran  

Perundang- Undangan  yang  ber laku  maupun  Asas- Asas  Umum 

Pemer in tahan  yang  Baik  ;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  I I  In te r vens i  te l ah  pula  

menyampaikan  Jawabannya  te r t angga l  28  Ju l i  2011  yang  pada  

pokoknya  membantah  dal i l - da l i l  gugatan  Penggugat  dan  

menyatakan  bahwa  Tergugat  I I  In te r vens i  sebaga i  pemi l i k  

ser t i f i k a t  hak  mi l i k  atas  tanah  yang  menjad i  objek  sengketa  

in  casu  te l ah  di l akukan  sesua i  prosedur  dan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang   ber laku  ;

Menimbang,  bahwa  atas  da l i l  jawaban- jawaban  te rsebu t ,  

Tergugat  dan  Terguga t  I I  In te r vens i  pada  pokoknya  memohon 

kepada  Pengad i l an  agar  menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  

dapat  d i te r ima  dan/a tau  menolak  gugatan  Penggugat  untuk  

se lu ruhnya  ser ta  menghukum Penggugat  untuk  membayar  b iaya  

perkara  ;

Menimbang,  bahwa dalam Jawaban Tergugat  dan Terguga t  I I  

In te r vens i  te rsebu t  te rmuat  pu la  mengena i  Ekseps i ,  o leh  

karena  i t u  sebe lum  memper t imbangkan  mengena i  pokok  
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perkaranya  Maje l i s  Hakim  akan  memper t imbangkan  te r l eb i h  

dahu lu  Ekseps i - ekseps i  yang  dia j ukan  oleh  Terguga t  dan  

Tergugat  I I  In te r vens i  te r sebu t  dengan  per t imbangan-

per t imbangan  sebaga i  ber i ku t  ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang,  bahwa Ekseps i  yang  disampaikan  oleh  Tergugat  

ada lah  berkenaan  dengan  :

1. Gugatan  Kurang  Obyek;

Bahwa yang  seharusnya  menjad i  obyek  gugatan  ada lah  Sura t  

Keputusan  kepa la  Kanto r  Per tanahan  Kabupaten  Nabi re  

Nomor  :  520.1 - 81/117 /2009  Tangga l   25  November  2009  

Tentang  Pember ian  Hak Mi l i k  Atas  Nama  Yohana Mart i n i  Cs (  

5 Orang  )  atas  tanah  di  Kelurahan  Si r iw i n i  Dis t r i k  nab i re  

Kabupaten  Nabi re  dan   Ser t i p i k a t  Hakmi l i k  Nomor.  

1145/ke lu rahan  Si r iw i n i  tangga l  30  November  2009.  Atas  

nama Marthen  Rante tandung ;

2. Gugatan  Daluarsa :

Bahwa gugatan  penggugat  te l ah  daluwarsa  karena  penggugat  

te lah  mengetahu i  adanya  Sura t  Keputusan  Kepala  Kanto r  

Per tanahan  Kabupaten  Nabi re  Nomor  :  520.1 - 81/117 /2009  

Tangga l   25 November  2009 Tentang  Pember ian  Hak Mi l i k  Atas  

Nama  Yohana  Mart i n i  Cs  (  5  Orang  )  atas  tanah  d i  

Kelu rahan  Si r iw i n i  Dis t r i k  Nabi re  Kabupaten  Nabi re  dan  

Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  Nomor.  1145/ke lu rahan  Si r iw i n i  

tangga l  30  November  2009  Atas  nama Marthen  Rante tandung  

se jak  Penggugat  dihad i r kan  sebaga i  saks i  dalam  perkara  

Perdata  Nomor  :  12/Pdt .G /2010 /PN.NBE;

Menimbang,  bahwa Ekseps i  yang  disampaikan  o leh  Tergugat  

I I  In te r vens i  pada  pokoknya  ada lah  berkenaan  

dengan kewenangan  mengadi l i  pengad i l an  dimana  menuru t  

Tergugat  I I  In te r vens i ,  seharusnya  da lam  sengketa  in  casu  
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bukan lah  menjad i  kewenangan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Jayapura  dalam mengadi l i n ya  dengan alasan  :

1. Bahwa Ser t i f i k a t  tanah  No.  1145/Ke l .Se r iw i n i  tangga l  30  

Nopember  2009  atas  nama Marten  Rante tandung ,  se luas  870  

M2 masih  da lam proses  band ing  oleh  Sdr .  SUKRI,  saat  in i  

masih  da lam  proses  pemer iksaan  band ing  di  Pengad i l an  

Tingg i  Jayapura ,  o leh  karena  i t u  be lum  memi l i k i  

kekuatan  hukum yang  past i :

2. Bahwa  sehubungan  dengan  po in t  1  d i  atas ,  maka  KTUN 

obyek  gugatan  belum  memi l i k i  s i f a t  def i n i t i v e / f i n a l  

karena  Keputusan  Pengad i l an  dalam  perkara  te rsebu t  

d ia tas  belum in  krach t ;  

3. Maka  dengan  demik ian  obyek  gugatan  dia tas  in i  t i dak  

memi l i k i  s i f a t  f i na l  atau  defen i t i f ;

Menimbang,  bahwa  sete lah  mempela ja r i  dan  mencermat i  

Ekseps i  Tergugat  dan  Tergugat  I I  In te r vens i  te rsebu t ,  

menuru t  Maje l i s  Hakim dengan  berpedoman pada  keten tuan  Pasal  

77  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara ,  maka  Ekseps i  dar i  Tergugat  te rsebu t  adalah  

Ekseps i  La in - la i n  yang  hanya  dapat  d ipu tus  bersama  dengan  

pokok  sengketanya  sedangkan  ekseps i  dar i  Tergugat  I I  

In te r vens i  merupakan  ekseps i  abso lu t  ;

Menimbang,  bahwa sebe lum Maje l i s  Hakim mempert imbangkan  

ekseps i  Terguga t  I I  In te r vens i  mengenai  kewenangan  

mengadi l i ,  namun  Maje l i s  Hakim per lu  untuk  mempert imbangkan  

apakah  Penggugat  mempunyai  kepent i ngan  dalam  mengajukan  

gugatan  in  casu  sebaga i  mana ber i ku t  in i  ;

Menimbang,  bahwa  Maje l i s  Hakim akan  meni la i  apakah  ada 

kepent i ngan  Penggugat  da lam sengketa  in  casu  ha l  mana sesua i  

dengan  adig ium  hukum  yang  menyatakan  ”po in t  d’  in te res t  

po in t  d’  act i on ”   atau  hanya  bag i  orang  yang  mempunyai  

kepent i ngan  sa ja  yang  dapat  mengajukan  gugatan  pada  

Pengad i l an  ;
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Menimbang,  bahwa  keten tuan  yang  mengatu r  ten tang  

kepent i ngan  dalam  mengajukan  gugatan  ke  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  ada lah  Keten tuan  Pasa l  53  ayat  (1 )  Undang-

Undang  Nomor  9  Tahun  2004  Jo.  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  

2009 Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  yang  menyatakan  :

Orang  atau  badan  hukum  perda ta  yang  merasa  
kepent i ngannya  di rug i kan  oleh  suatu  keputusan  ta ta  usaha  
negara  dapat  mengajukan  gugatan  te r t u l i s  kepada  
pengad i l an  yang  berwenang  yang  ber i s i  tun tu tan  agar  
keputusan  ta ta  usaha  negara  yang  disengke takan  i t u  
dinya takan  bata l  atau  t i dak  sah,  dengan  atau  tanpa  
dise r t a i  tun tu tan  gant i  rug i  dan/a tau  rehab i l i t a s i  ;

Menimbang,  bahwa dar i  da l i l - da l i l  Penggugat  dihubungkan  

ala t  bukt i  yang  dia j ukan  di  pers i dangan ,  maka  dipe ro l eh  

fak ta - fak ta  hukum sebaga i  ber i ku t  :

Menimbang,  bahwa  Penggugat  memi l i k i  seb idang  tanah  

se luas  280 M² yang  te r l e t a k  di  Kelu rahan  Si r iw i n i ,  Kecamatan  

Nabi re ,  Kabupaten  Nabi re ,  berdasarkan  Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  

No.  580  tangga l  10  Oktober  2001,  Sura t  Ukur  No.  37/09 /2001  

tangga l  18  Ju l i  2001  (buk t i  P- 1)  ;  Bahwa sampai  saat  in i ,  

Penggugat  t i dak  pernah  mengal i hkan  atau  menjua l  tanah  

te rsebu t  kepada  p ihak  manapun  juga .  Sela in  i t u  Ser t i p i k a t  

tanah  Penggugat  ya i t u  Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  Nomor  580,  juga  

t i dak  pernah  dicabu t  o leh  Tergugat  ataupun  dinya takan  t i dak  

berkekua tan  hukum mengika t  atau  bata l  o leh  suatu  Putusan  

Pengad i l an  yang  berkekua tan  hukum te tap ;  Bahwa pada  tangga l  

10  Februar i  2011  pada  saat  Penggugat  dia j ukan  sebaga i  saks i  

da lam perkara  perda ta  No.  12/Pd t .G /2010 /PN.NBE di  Pengadi l an  

Neger i  Nabi re  anta ra  Marthen  Rante tandung  se laku  Penggugat  

( in  casu  Tergugat  I I  In te r vens i )  melawan  Sukr i  se laku  

Tergugat ,  MUHAMMAD AMIR  BIN  SANTA ( in  casu  Penggugat )  

mengetahu i  bahwa  te l ah  di te r b i t k an  ob jek  sengketa ,  se luas  

dan  sebatas  210  M²  dar i  kese lu ruhan  luas  tanah  se luas  870  

M²;  Bahwa Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  No.  1145  atas  nama Marthen  

Rante tandung  te rsebu t  te rnya ta  sebag ian  lokas i  atau  area l  

tanahnya  tumpang  t i nd i h  dengan  tanah  mi l i k  Penggugat  dan  
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mengambi l  a l i h  sebag ian  besar  luas  tanah  mi l i k  Penggugat  

ya i t u  se luas  dan sebatas  210 M²;  

Menimbang,  bahwa  seseorang  dapat  mengajukan  gugatan  

j i ka  merasa  kepant i ngannya  di rug i kan  oleh  te rb i t n ya  satu  

keputusan  ta ta  usaha  negara  ;  Bahwa karena  area l  tanahnya  

tumpang  t i nd i h  dan  mengambi l  area l  tanah  mi l i k  Penggugat  

sebaga imana  dimaksud  dalam  Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  No.  580,  

maka dengan  demik ian  te l ah  je l as  dan  nyata  Penggugat  te l ah  

di rug i kan  dengan  di te rb i t k annya  ob jek  sengketa ,  se luas  dan  

sebatas  210 M² dar i  kese lu ruhan  luas  tanah  se luas  870 M²;  

Menimbang,  bahwa berdasarkan  fak ta - fak ta  hukum te rsebu t  

Maje l i s  Hakim  berpendapat  bahwa  Penggugat  sebaga i  pemegang  

Ser t i p i k a t  Hak Mi l i k  No.  580  tangga l  10  Oktober  2001,  Sura t  

Ukur  No.  37/09 /2001  tangga l  18  Ju l i  2001  (buk t i  P- 1) ,  ha l  

mana  Penggugat  yang  merasa  kepent i ngannya  d i rug i kan  atas  

te rb i t n ya  ob jek  sengke ta  in  l i t i s ,  karena  di te rb i t k an  te l ah  

tumpang  t i nd i h ,  maka berdasarkan  keten tuan  Pasal  53 ayat  (1 )  

Undang- Undang  Nomor  9 Tahun  2004  Jo.  Undang- Undang  Nomor  51  

Tahun  2009  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  o leh  

karenanya  Maje l i s  Hakim  berkes impu lan  Penggugat  mempunyai  

kepent i ngan  yang  harus  di l i n dung i  o leh  hukum ;  bahwa karena  

Penggugat  mempunyai  kepent i ngan  untuk  mengajukan  gugatan  

te rhadap  pembata lan  penerb i t an  objek  sengketa ,  maka 

se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  akan  memper t imbangkan  ten tang  

ekseps i  kewenangan  mengadi l i  sebaga imana  yang  disampaikan  

oleh  Terguga t  I I  In te r vens i ,  sebaga i  ber i ku t  :

Menimbang,  bahwa sebaga imana  keten tuan  Pasa l  50  Undang-

Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Jo.  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  

2009 Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  dinya takan  bahwa :

Pengad i l an   Tata   Usaha   Negara   ber tugas   dan  
berwenang  memer iksa ,  memutus,  dan  menyelesa i kan  
Sengketa  Tata  Usaha  Negara  d i  t i ngka t  per tama .

Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Keputusan  Tata  
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Usaha  Negara  dia tu r  da lam  Pasa l  1  angka  (9 )  Undang- Undang 

Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-

Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara  sebaga i  ber i ku t  :

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  adalah  suatu  penetapan  
te r t u l i s  yang  dike lua rkan  oleh  badan  atau  pejaba t  ta ta  
usaha  negara  yang  ber i s i  t i ndakan  hukum  ta ta  usaha  
negara  yang   berdasarkan   pera tu ran  perundang- undangan  
yang   ber laku ,  yang   bers i f a t  konkre t ,  ind i v i d ua l ,  dan  
f i na l ,  yang  menimbulkan  ak iba t  hukum  bagi  seseorang  
atau  badan  hukum  perda ta .

Menimbang,  bahwa keten tuan  mengena i  penger t i an  Sengketa  

Tata  Usaha  Negara  dia tu r  da lam  Pasa l  1  angka  (10)  Undang-

Undang  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara  sebaga i  ber i ku t  :

Sengketa   Tata   Usaha   Negara   adalah   sengke ta   yang  
t imbu l   da lam   bidang   ta ta   usaha   negara  anta ra  
orang  atau  badan  hukum  perda ta  dengan  badan  atau  
pejaba t  ta ta  usaha  negara ,  ba ik  di  pusat  maupun  d i  
daerah ,  sebaga i  ak iba t   d ike lua r kannya   keputusan   ta ta  
usaha  negara ,  te rmasuk  sengke ta  kepegawaian  
berdasarkan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku .

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keten tuan  Pera tu ran  

Perundang- Undangan  te rsebu t  d i  atas  dan  d ihubungkan  dengan  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  menjad i  ob jek  sengke ta  in  

casu  d i t emukan  fak ta - fak ta  sebaga i  ber i ku t  :

Menimbang,  Bahwa objek  sengke ta  in  casu  d i t e r b i t k an  /  

d ike lua r kan  o leh  Kepala  Kanto r  Per tanahan  Kabupaten  Nabi re  ;  

bahwa  menuru t  Tergugat  I I  In te r vens i  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Jayapura  t i dak  berhak  dalam  mengadi l i  perkara  in  

l i t i s  karena  dalam  perkara  in i  te l ah  diguga t  o leh  Tergugat  

I I  In te r vens i  d i  Pengad i l an  Neger i  Nabi re  dan saat  in i  masih  

da lam proses  Banding  di  Pengad i l an  Tingg i  Jayapura  ;

Menimbang,  bahwa  untuk  memperkuat  da l i l  ekseps inya ,  

Tergugat  I I  In te r vens i  mengajukan  bukt i  berupa  Putusan  
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Pengad i l an  Neger i  Nabi re  Nomor  :  12/Pdt .G /2010 /PN/NBE 

tangga l  01  Mei  2011  (v ide  bukt i  T. I I . I n t - 19  = T- 2)  ;  bahwa 

sete lah  Maje l i s  Hakim  mempela ja r i  secara  saksama  berka i t an  

dengan  bukt i  T. I I . I n t - 19  =  T- 2  te rsebu t ,  Maje l i s  Hakim  

berkes impu lan  bahwa  per i ha l  gugatan  perda ta  yang  dia j ukan  

oleh  Terguga t  I I  In te r vens i  (da lam perkara  Perdata  ber t i ndak  

sebaga i  Penggugat )  d idasarkan  oleh  perbua tan  melawan  hukum 

yang  di l akukan  oleh  Sukr i ,  dan  t i dak  ada  sangkutpau tnya  

dengan Penggugat  in  casu  ;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  da lam  gugatannya  te l ah  

mengura i kan  secara  je l as  ten tang  objek  sengketa  ba ik  dar i  

dasar  maupun alasan  gugatannya  yang  pada  in t i n ya  menyatakan  

bahwa Tergugat  dalam menerb i t kan  objek  sengketa  te lah  t i dak  

sesua i  dengan  prosedur  penerb i t annya  dan  hal  in i  te l ah  

melanggar  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  24  Tahun  1997  maupun 

Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  yang  Baik  ;

Menimbang,  bahwa  objek  sengke ta  d i t e rb i t k an  o leh  

Tergugat  sebaga i  Badan/Pe jaba t  Tata  Usaha  Negara  ;  bahwa 

dasar  maupun  alasan  gugatan  Penggugat  mengura ikan  ten tang  

adanya  pelanggaran  te rhadap  pera tu ran  perundang- undangan  

yang  ber laku   ;  bahwa  baik  dar i  seg i  bentuk  maupun  is i nya  

mengandung  ranah  admin is t r a s i ,  ser ta  ;  d i t e rb i t k an  oleh  

Badan/Pe jaba t  Tata  Usaha  Negara  yang  berdomis i l i  hukum pada  

yur id i k s i  PTUN Jayapura ,  maka  objek  sengketa  ada lah  KTUN 

yang  dapat  d ipe r i k sa  dan  diad i l i  o leh  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Jayapura ,  dan  oleh  karenanya  te rhadap  ekseps i  

Tergugat  I I  In te r vens i  ten tang  kewenangan  mengadi l i  

d inya takan  t i dak  di te r ima  ;

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  akan  

mempert imbangkan  ekseps i  Tergugat  ten tang  gugatan  kurang  

objek  dan  gugatan  da luarsa  sebaga imana  yang  te ru ra i  ber i ku t  

in i  ;

Ad 1.  Ekseps i  Tergugat  ten tang  gugatan  kurang  objek  ;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  menyatakan  bahwa  seharusnya  

yang  menjad i  ob jek  da lam  sengke ta  in i  harus lah  Sura t  
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Keputusan  kepa la  Kanto r  Per tanahan  Kabupaten  Nabi re  Nomor  :  

520.1 - 81/117 /2009  Tangga l   25  November  2009  Tentang  

Pember ian  Hak  Mi l i k  Atas  Nama  Yohana  Mart i n i ,  Cs  (  5  

Orang  )  atas  tanah  d i  Kelurahan  Si r iw i n i  Dis t r i k  Nabi re  

Kabupaten  Nabi re  dan   Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  Nomor.  

1145/ke lu rahan  Si r iw i n i  tangga l  30  November  2009  atas  nama 

Tergugat  I I  In te r vens i  ;

Menimbang,  bahwa  sebaga imana  yang  te l ah  diu ra i kan  

sebe lumnya  bahwa  satu  keputusan  dar i  Badan/Pe jaba t  Tata  

Usaha  Negara  dapat  d iguga t  d i  PTUN j i k a  sudah  sesua i  sengan  

keten tuan  Pasa l  1  angka  (9)  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  

2009  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  dan  sa lah  satu  

unsurnya  ada lah  keputusan  a quo  te l ah  bers i f a t  f ina l  ;

Menimbang,  bahwa  objek  sengketa  berupa  Ser t i p i k a t  Hak 

Mi l i k  Nomor:  1145/ke lu r ahan  Si r iw i n i  tangga l  30  November  

2009  atas  nama Tergugat  I I  In te r vens i  merupakan  keputusan  

yang  bers i f a t  f i na l  d imana  da lam  penerb i t annya  t i dak  lag i  

meminta  perse tu j uan  dar i  ins tans i  la i n  maupun  ins tans i  

atasnya ,  ha l  in i  berar t i  dengan  te rb i t n ya  objek  sengketa ,  

te lah  menimbulkan  ak iba t  hukum ;

Menimbang,  bahwa te rhadap  a lasan  ekseps i  gugatan  kurang  

objek  karena  harus  di te l i t i  dahu lu  te rka i t  dengan   Sura t  

Keputusan  kepa la  Kanto r  Per tanahan  Kabupaten  Nabi re  Nomor  :  

520.1 - 81/117 /2009  Tangga l   25  November  2009  Tentang  

Pember ian  Hak Mi l i k  Atas  Nama Yohana Mart i n i ,  Cs (  5 Orang  )  

atas  tanah  di  Kelu rahan  Si r iw i n i  Dis t r i k  Nabi re  Kabupaten  

Nabi re  yang  d isampaikan  oleh  Tergugat  da lam  ekseps inya ,  

menuru t  Maje l i s  Hakim  sudah  menyangkut  mater i l  subs tan t i f ,  

karena  hal - ha l  yang  berka i t an  dengan  ekseps i  ada lah  hal - ha l  

yang  mengandung  n i l a i  eksept i f  sa ja  yang  pada  pokoknya  

berka i t an  dengan fo rma l  substan t i f  ;

Menimbang,  bahwa  dengan  demik ian  oleh  karena  objek  

sengketa  te l ah  memenuhi  unsur  f i na l  ser ta  da l i l  ekseps i  

Tergugat  memuat  da l i l  yang  bers i f a t  mater i a l  substan t i f ,  

maka  ekseps i  Tergugat  ten tang  gugatan  kurang  objek  
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dinya takan  di  to l ak  ;

Ad 2.  Ekseps i  Tergugat  ten tang  gugatan  daluarsa  ;

Menimbang,  bahwa  dalam  ekseps i  Tergugat  mengena i  

gugatan  daluarsa  dengan  alasan  Penggugat  bukan  baru  

mengetahu i  ob jek  sengketa  d i t e r b i t k an  oleh  Tergugat  pada  

tangga l  10  Pebruar i  2011,  namun  jauh  har i  sebe lumnya  

Penggugat  sudah  mengetahu inya ,  d ipe r t imbangkan  sebaga i  

ber i ku t  :

Menimbang,  bahwa dalam keten tuan  Pasa l  55 Undang- Undang 

Nomor  5  Tahun  1986  Jo.  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  

Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  d inya takan  bahwa :

Gugatan  dapat  d ia j ukan  hanya  dalam  tenggang  waktu  90  
(sembi l an  puluh)  har i  te rh i t u ng  se jak  saat  d i te r imanya  
atau  d iumumkannya  Keputusan  Badan  atau  Pejaba t  Tata  
Usaha Negara  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keten tuan  te rsebu t ,  maka 

tenggang  waktu  90  (sembi l an  puluh)  har i  d ih i t ung  se jak  saat  

d i t e r imanya  atau  diumumkannya  Keputusan  Badan  atau  Pejaba t  

Tata  Usaha  Negara ,  bukan  pada  saat  d i t e rb i t k annya  Keputusan  

Tata  Usaha Negara  i t u  ;

Menimbang,  bahwa dalam perkara  in  casu  Penggugat  ada lah  

Pihak  ket i ga  yang  bukan  di tu j u  langsung  oleh  Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  a  quo ,  seh ingga  tenggang  waktu  90  (sembi l an  

puluh )  har i  harus  dih i t ung  secara  kasu is t i s  se jak  Penggugat  

mengetahu i  atau  se jak  Penggugat  merasa  kepent i ngannya  

di rug i kan  atas  te rb i t n ya  objek  sengketa  a quo  ;

Menimbang,  bahwa  dalam  pen je lasan  Pasal  55  Undang-

Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara  te rsebu t  d inya takan  bahwa  bag i  p ihak  yang  namanya  

te rsebu t  dalam  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  diguga t ,  

maka  tenggang  waktu  90  har i  i t u  d ih i t ung  se jak  har i  

d i t e r imanya  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  diguga t ,  

ar t i n ya  keten tuan  Pasal  55  te rsebu t  adalah  ber laku  bag i  

p ihak  yang  di tu j u  langsung  oleh  keputusan  Tata  Usaha Negara ,  

sedangkan  bag i  p ihak  ket i ga  yang  t i dak  di tu j u  langsung  oleh  
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Keputusan  Tata  Usaha  Negara  ya i t u  yang  t i dak  mener ima  atau  

t i dak  mengetahu i  akan  adanya  Keputusan  Badan/Pe jaba t  Tata  

Usaha  Negara  yang  merug ikan  kepent i ngannya ,  seper t i  ha lnya  

Penggugat   da lam   sengketa   in  casu ,   berdasarkan  

Yur i sp rudens i  Mahkamah Agung  RI  masing- masing  No.  41  K/TUN/  

1994,  tangga l  10 Nopember  1994,  No.  270 K/TUN/2001,   tangga l  

4   Maret  2002   Jo.   Sura t  Edaran  Mahkamah Agung  Republ i k  

Indones ia  Nomor  2  Tahun  1991,  angka  V  nomor  3,  tenggang  

waktu  90  har i  sebaga imana  dimaksud  dalam  Pasa l  55  Undang-

Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Jo.  Undang- Undang  No.  51  Tahun  

2009,  d ih i t ung  secara  kasu is t i s ,  yakn i  se jak  pihak  ket i ga  

merasa  kepent i ngannya  di rug i kan  oleh  Keputusan  Tata  Usaha 

Negara  dan  mengetahu i  adanya  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  

te rsebu t  ;

Menimbang,  bahwa  unsur  mengetahu i  dan  merasa  

kepent i ngannya  yang  di rug i kan  te rsebu t  bers i f a t  kumula t i f  

seh ingga  t i dak  bisa  dip i sah - pisahkan  ;

Menimbang,  bahwa sahnya  pembukt i an  d ipe r l u kan  sekurang-

kurangnya  dua  ala t  bukt i  berdasarkan  keyak inan  Hakim 

sebaga imana  keten tuan  Pasa l  107 Undang- Undang Nomor   5 Tahun  

1986 Jo.  Undang- Undang Nomor  51 Tahun 2009 Tentang  Perad i l an  

Tata  Usaha Negara ;

Menimbang,  bahwa  walaupun  Tergugat  mengajukan  ekseps i  

ten tang  gugatan  te lah  lewat  waktu ,  namun  Tergugat  t i dak  

dapat  menunjukan  bukt i  apapun  dipe rs i dangan  seh ingga  Maje l i s  

Hakim  t i dak  yak in  atas  da l i l  ekseps i  a  quo ,  seba l i knya  

Penggugat  untuk  membukt i kan  bahwa  baru  mengetahu i  ob jek  

sengketa  pada  tangga l  10  Pebruar i  2011,  te lah  mengajukan  

bukt i  P- 10  berupa  Sura t  Nomor  015/JHP- L/ I I - 2011  tangga l  10  

Pebruar i  2011  yang  di tu j ukan  kepada  Terguga t ,  dan  te rhadap  

bukt i  P- 10  te rsebu t  t i dak  pernah  diban tah  oleh  Tergugat  

seh ingga  Maje l i s  Hakim  berpendapat  bahwa  Tergugat  te lah  

mengaku i  eks is t ens i  bukt i  P- 10 te rsebu t  ;

Menimbang,  bahwa  bukt i  P- 10  yang  dia j ukan  oleh  

Penggugat  sama dengan  bukt i  T- 3 yang  dia jukan  oleh  Tergugat  
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a  quo ,  seh ingga  leb ih  meyak inkan  Maje l i s  Hakim  bahwa 

Penggugat  baru  mengetahu i  dan  merasa  kepent i ngannya  

di rug i kan  baru  pada tangga l  10 Pebruar i  2011 ;

Menimbang,  bahwa  dengan  demik ian  Maje l i s  Hakim 

berkes impu lan  bahwa  Penggugat  mengetahu i  dan  merasa  

kepent i ngannya  di rug i kan  baru  pada  tangga l  10  Pebruar i  2011  

sedangkan  gugatan  a quo  d ida f t a r kan  pada tangga l  10 Mei  2011  

masih  da lam  tenggang  waktu  90  har i  (89  har i )  ada lah  te lah  

sesua i  dengan  Yur i sp rudens i  Mahkamah Agung  RI  masing- masing  

No.  41  K/TUN/1994,  tangga l  10  Nopember  1994,  No.  270  

K/TUN/2001,   tangga l   4   Maret  2002   Jo.   Sura t  Edaran  

Mahkamah Agung  Republ i k  Indones ia  Nomor  2 Tahun  1991,  angka  

V  Nomor  3,  d imana  tenggang  waktu  90  har i  sebaga imana  

dimaksud  dalam Pasal  55  Undang- Undang  No.  5  Tahun  1986  Jo.  

Undang- Undang No.  51 Tahun 2009 Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara  ;  bahwa  te rhadap  bukt i  P- 10  a  quo  t i dak  pernah  

diban tah  oleh  Tergugat  dan  Tergugat  I I  In te r vens i ,  seh ingga  

menuru t  hemat  Maje l i s  Hakim  pada  tangga l  te rsebu t  unsur  

”mengetahu i ”  dan  ”merasa  kepent i ngannya  di rug i kan ”  baru  

dih i t ung ,  o leh  karena  i t u  Ekseps i  Tergugat  mengenai  Gugatan  

Penggugat  te l ah  lewat  waktu  ( daluarsa )  d inya takan  di to l ak  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan- per t imbangan  

di  atas  se lu ruh  Ekseps i  Tergugat  dan  Tergugat  I I  In te r vens i  

te lah  dinya takan  di to l a k  dan  Objec tum  L i t i s  d i t i n j a u  dar i  

bentuk  dan  is i nya  merupakan  suatu  penetapan  te r t u l i s ,  yang  

dike lua r kan  oleh  Badan  /  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  yang  

ber i s i  t i ndakan  hukum Tata  Usaha  Negara  bers i f a t  konkr i t ,  

ind i v i dua l  dan  f i na l ,  ser ta  menimbulkan  ak iba t  hukum bag i  

Penggugat ,  maka  objek  sengketa  te rsebu t  te l ah  memenuhi  

kr i t e r i a  sebaga i  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  

keten tuan  Pasal  1 ayat  (9 )  Undang- Undang Nomor:  9 Tahun 2004  

Jo.  Undang- Undang Nomor  51 Tahun 2009 Tentang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara ,  ser ta  kedudukan  Tergugat  berada  pada  

yur i sd i k s i  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura ,  maka 

dengan  demik ian  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  

berwenang  untuk  memer iksa ,  memutus,  dan  menyelesa i kan  
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perkara  in  casu ,  dan  gugatan  Penggugat  secara  fo rma l  

d inya takan  te lah  memenuhi  keten tuan  yang ber laku  ;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  gugatan  Penggugat  secara  

fo rma l  te l ah  memenuhi  keten tuan  yang  ber laku ,  maka 

se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  akan  memper t imbangkan  ten tang  

pokok  perkaranya ,  dengan  per t imbangan  hukum  sebaga imana  

te ru ra i  d i  bawah in i  :

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Tergugat  da lam  Jawaban  maupun 

Dupl i knya  menolak  dengan  tegas  Gugatan  maupun  Repl i k  

Penggugat  dengan  alasan  bahwa  Tergugat  da lam  menerb i t kan  

ser t i p i k a t  obyek  sengketa  te l ah  sesua i  dengan  prosedur  dan  

Pera tu ran  Perundang- Undangan  yang  ber laku  sesua i  dengan  

wewenang  yang  ada  padanya  ser ta  t i dak  melanggar  Asas- Asas  

Umum Pemer in tahan  Yang Baik  ;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Gugatan  maupun  Repl i k  

Penggugat  d iban tah  o leh  Tergugat ,  maka  untuk  membukt i kan  

dal i l - da l i l n ya ,  Penggugat  te l ah  mengajukan  bukt i  sura t  yang  

di  ber i  tanda  P- 1  sampai  dengan  P- 11  dan  juga  te l ah  

mengajukan  1 (sa tu )  orang  saks i  yang bernama YANCE SULU ;

Menimbang,  bahwa  untuk  membukt i kan  da l i l - da l i l  

sangka lannya  Terguga t  mengajukan  bukt i  sura t  yang  di  ber i  

tanda  T- 1  sampai  dengan  T- 7  namun  t i dak  mengajukan  saks i  

walaupun  te lah  d ibe r i k an  kesempatan  yang cukup  ;

Menimbang,  bahwa untuk  membukt i kan  da l i l - da l i l  bantahan  

yang  te rmuat  da lam  Jawaban  maupun  Dupl i knya ,  Tergugat  I I  

In te r vens i  te l ah  mengajukan  bukt i  sura t  yang  di  ber i  tanda  

T. I I  In t - 1  sampai  dengan  T. I I  In t - 22  dan  juga  te l ah  

mengajukan  2  (dua)  orang  saks i  yang  bernama  JOHNY PASANDE 

dan AMANDUS AYER ;

Menimbang,  bahwa sesua i  dengan  kewenangan   Hakim  Tata  
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Usaha Negara  yang  bers i f a t  akt i f  ( dominus  l i t i s ) ,  maka hanya  

ala t  bukt i  yang  re le f an  sa ja  yang  dipe rgunakan  sebaga i  

per t imbangan  sedangkan  bukt i - bukt i  sura t  maupun  kete rangan  

saks i  yang  t i dak  re levan  dianggap  te lah  d ikesampingkan  ;

Menimbang,  bahwa  dar i  jawab- menjawab  Para  Pihak  

dipe rs i dangan ,  ala t  bukt i  sura t ,  kete rangan  saks i - saks i  

maupun  fak ta - fak ta  hukum yang  dipe ro l eh  se lama  pers i dangan  

ber langsung  ser ta  kes impu lan  yang  dia jukan  oleh  Para  Pihak ,  

maka Maje l i s  Hakim berpendapat  bahwa yang  menjad i  persoa lan  

pokok  dalam sengke ta  in  l i t i s  ada lah  :

1. Apakah  Tergugat  da lam  menerb i t kan  objek  sengke ta  

sudah  sesua i  dengan atu ran  Perundang- Undangan? ;

2. Apakah  Tergugat  da lam  menerb i t kan  objek  sengke ta  

te lah  sesua i  dengan  Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  Yang 

Baik?  ;

Menimbang,  bahwa  mengenai  pokok  sengke ta  ya i t u  apakah  

Tergugat  da lam mener t i b kan  obyek  sengketa  a quo  te l ah  sesua i  

atau  melanggar  prosedur  /pe ra tu r an  dasar  yang  ber laku  maupun  

Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  Yang  Baik ,  Maje l i s  Hakim  akan  

mempert imbangkan  sebaga i  ber i ku t  ;

Menimbang,  bahwa Keten tuan  Pasal  1 angka  (11)  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaf ta ran  Tanah  

menentukan  bahwa :  

“penda f t a r an  tanah  secara  sporad i k  adalah  keg ia tan  
pendaf ta r an  tanah  untuk  per tama  ka l i  mengenai  satu  atau  
beberapa  objek  pendaf t a ran  tanah  dalam  wi layah  atau  
bag ian  wi layah  suatu  Desa/Ke lu rahan  secara  ind i v i dua l  
atau  massa l ” ;

Bahwa  berdasarkan  Pasa l  13  ayat  (4 )  Pera tu ran  

Pemer in tah  No .24  tahun  1997 menentukan  :

ayat  (4 ) :
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pendaf ta r an  tanah  secara  sporad i c  di l aksanakan  atas  
permin taan  pihak  yang  berkepen t i ngan . ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keten tuan  dia tas  maka 

sudah  seharusnya  Tergugat  sebaga i  Pejaba t   Tata  Usaha Negara  

yang  ber tanggung  jawab  atas  te rb i t n ya  keputusan  ta ta  usaha  

Negara   a  quo   sebe lum  menerb i t kan  obyek  sengke ta  harus  

mener ima  Permohonan yang dia jukan  oleh  Pemohon ;

Menimbang,  bahwa  s iapa  yang  berhak  mengajukan  

permohonan  pendaf ta ran  tanah  secara  sporad i k  secara  tekn i s  

Pasa l  73  ayat  (1 )  Pera tu ran  Menter i  Agrar i a /Kepa la  Badan  

Per tanahan  Nasiona l  Nomor  3  Tahun  1997  Tentang  Keten tuan  

Pelaksanaan  Pera tu ran  Pemer in tah  No.  24  tahun  1997  Tentang  

Pendaf ta ran  Tanah yang  menyatakan  sebaga i  ber i ku t  :  

Pasa l  73  ayat  (1 )  :    keg ia tan  pendaf ta ran  tanah  secara  
sporad i c  di l akukan  atas  permohonan  yang  
bersangku tan  dengan  sura t  sesua i  bentuk  
sebaga imana  te rcan tum  dalam  lampi ran  13  ;  

Menimbang,  bahwa  menuru t  kesaks ian  Yance  Sulu  d ibawah 

jan j i ,  bahwa  sebenarnya  sete lah  di te l i t i  berka i t an  dengan  

dokumen  penerb i t an  objek  sengketa  pada  saat  saks i  masih  

menjaba t  sebaga i  Kepala  Seks i  Sengketa  dan  Konf l i k  

Per tanahan  Kab.  Nabi re  ( conf i rm .  Ber i t a  Acara  Sidang  tangga l  

18 Agustus  2011 dalam kete rangan  saks i  Yance Sulu )  ;

Menimbang,  bahwa  dalam  s idang  untuk  acara  pembukt i an  

sura t  maupun  kete rangan  saks i ,  Tergugat  t i dak  pernah  

mengajukan  satupun  bukt i  yang  menandakan  bahwa Tergugat  I I  

In te r vens i  melakukan  permohonan  untuk  penerb i t an  ser t i p i k a t  

tanah  objek  sengke ta  ;  bahwa leb ih  lan ju t  Yance  Sulu  pada  

saat  menjabat  sebaga i  Kepala  Seks i  Sengketa  dan  Konf l i k  

Per tanahan  Kabupaten  Nabi re  menerangkan  bahwa sebe lumnya  ada  

permohonan  yang  dia j ukan  o leh  Tergugat  I I  In te r vens i ,  namun 

di t o l a k  karena  tanah  yang  dimohonkan  te rsebu t  tumpang  t i nd i h  

dengan  ser t i p i k a t  mi l i k  Penggugat  ( conf i rm .  Ber i t a  Acara  

Sidang  tangga l  18  Agustus  2011  dalam kete rangan  saks i  Yance  

Hal .  59 dar i  73 Hal .  Putusan  No.  25/G.TUN/2011 /PTUN.JPR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 59



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sulu )  ;

Menimbang,  bahwa  dar i  ura ian  te rsebu t  sangat  Je las  

Tergugat  te l ah  melanggar  keten tuan  Pasa l  13  ayat  (4 )  

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  24 Tahun 1997 Tentang  Pendaf ta ran  

Tanah Jo.  Pasal  73 ayat  (1 )  Pera tu ran  Menter i  Agrar i a /Kepa la  

Badan  Per tanahan  Nasiona l  Nomor  3  Tahun  1997  Tentang  

Keten tuan  Pelaksanaan  Pera tu ran  Pemer in tah  No.  24  tahun  

1997,  d imana  dalam  penerb i t an  ser t i p i k a t  ob jek  sengketa  

t i dak  pernah  secara  ob jek t i f  maupun  fak tua l  d i l akukan  oleh  

pemegang hak  ya i t u  Marthen  Rante tandung  ;  

Menimbang,  bahwa  dalam  Keten tuan  Pasa l  14  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaf ta ran  Tanah  

menentukan  :

Pasal  14 :

Ayat  (1 )  :   untuk  keper l uan  pengumpulan  dan  pengo lahan  data  
f i s i k  d i l akukan  keg ia tan  pengukuran  dan pemetaan  ;

Ayat  (2 ) :

keg ia tan  pengukuran  dan  ;  pemetaan  sebaga imana  
dimaksud  pada ayat  (1 )  mel ipu t i  :

a. Pembuatan  peta  dasar  pendaf ta ran  ;

b. Penetapan  batas  bidang- b idang  tanah  ;

c. Pengukuran  dan  pemetaan  bidang- bidang  tanah  dan  
pembuatan  peta  pendaf ta ran  ;

d. Pembuatan  daf ta r  tanah  ;

e. Pembuatan  sura t  ukur  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keten tuan  dia tas  maka 

sudah  seharusnya  Tergugat  sebaga i  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  

yang  ber tanggung  jawab  atas  te rb i t n ya  keputusan  ta ta  usaha  

Negara  a  quo   sebe lum  menerb i t kan  obyek  sengke ta  harus  

mengadakan  pengecekan/penye l i d i k an  dahu lu  mengenai  r iwaya t  

tanah  yang  akan  diadakan  pengukuran  guna  di te rb i t k an  

ser t i p i k a t  te rsebu t  ha l  mana te rhadap  penetapan  batas  a quo 

harus lah  berdasarkan  fak ta  d i  lapangan ;
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Menimbang,  bahwa  te rhadap  pembuatan  peta  dasar  

pendaf ta r an  tanah  sebaga imana  yang  di ten tukan  da lam  ayat  

(2 ) ,  maka  Tergugat  harus  memplot i ng  data  mentah  yang  

didapa t i  dar i  pengukuran  di l apangan ,  namun  Tergugat  t i dak  

dapat  menunjukan  bukt i  apapun  sebaga imana  yang  d isyara t kan  

oleh  Pera tu ran  d imaksud.   Hal  in i  membukt i kan  bahwa Tergugat  

da lam  menerb i t kan  objek  sengketa  t i dak  mendasarkan  pada  

proses  pengukuran  maupun  pemetaan   tanah   sesua i   dengan  

keadaan   f i s i k   d i l apangan ,    mela inkan   secara  senga ja  

te lah  melanggar  keten tuan  Pasa l  14  Pera tu ran  Pemer in tah  

Nomor  24 Tahun 1997 Tentang  Pendaf ta ran  Tanah ;

Menimbang,  bahwa  dalam  Keten tuan  Pasa l  20  ayat  (1 )  

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  24 Tahun 1997 Tentang  Pendaf ta ran  

Tanah secara  je l as  di ten tukan  bahwa:

Ayat  (1 )
:
Bidang- bidang  tanah  yang  sudah  d i t e t apkan  batas -
batasnya  sebaga imana  yang  dimaksudkan  dalam Pasal  17,  
Pasal  18  dan  Pasa l  19  diukur  dan  se lan ju t nya  
dipe takan  da lam peta  dasar  pendaf ta r an  ;

Bahwa,  secara  tekn i s  penetapan  batas - batas  yang  

dimaksudkan  dalam  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  24  Tahun  1997  

Tentang  Pendaf ta ran  Tanah,  te lah  dipe r j e l a s  dengan  Pera tu ran  

Menter i  Agrar i a  Kepala  Badan  Per tanahan  Nasiona l  Nomor  3 

Tahun 1997 Pasa l  19 ayat  (6 )  dan ayat  (7 )  ya i t u  :

Ayat  (6 )  :  Apabi l a  da lam  penetapan  batas  seka l i gus  
di te t apkan  penataan  batas ,  maka  has i l  penataan  
batas  te rsebu t  d i tuangkan  da lam  ber i t a  acara  
penataan  batas  (da f t a r  i s i an  201A)  ;

Ayat  (7 ) :  Penataan  batas  sebaga imana  dimaksudkan  dalam ayat  
(6 )  harus  dise tu j u i  o leh  pemegang  hak  yang  
bersangku tan  dan  perse tu j uan  te rsebu t  d i tuangkan  
juga  dalam ber i t a  acara  penataan  batas  ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  perse tu j uan  penataan  batas  

sebaga imana  yang  dimaksudkan  dalam keten tuan  a quo ,  Terguga t  

harus lah  cermat  dan/a tau  te l i t i  karena  penataan  batas  

dimaksudkan  agar  t i dak  te r j ad i  masalah  yang  t imbu l  
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dikemudian  har i  yang  mengak iba tkan  ket i dakpas t i an  batas  

dian ta ra  pemegang hak  berba tasan  ;

Menimbang,  bahwa  sebaga i  Badan/Pe jaba t  Tata  Usaha 

Negara  yang  berwenang  menerb i t kan  ser t i p i k a t  tanah ,  maka 

Tergugat  d iha ruskan  melakukan  pene l i t i a n  data  yur i d i s  

seh ingga  t i dak  te r j ad i  pencata tan  yang  t i dak  cermat  dan  

te rhadap  penataan  batas  tanah  yang  diukur ,  menuru t  

pera tu rannya  harus lah  di tanda tangan i  o leh  pemi l i k  tanah  yang  

berba tasan  langsung  dan  harus  dimuat  da lam  ber i t a  acara  

penataan  batas ,  seh ingga  kepas t i an  ser ta  keakura tan  datanya  

dapat  te r j am in  ;

Menimbang,  bahwa dalam sengketa  in  casu  Tergugat  t i dak  

pernah  menunjukan  bukt i  d ipe rs i dangan  ten tang  penataan  batas  

sebaga imana  yang  disya ra t kan  oleh  Pera tu ran  Perundang-

Undangan ;

Menimbang,  bahwa  satu  dan  la i n  ha l  te rhadap  r i sa l ah  

data  f i s i k  dan  penataan  batas  yang  harus  dibua t  o leh  

Tergugat  da lam  menerb i t k an  objek  sengketa  a  quo  te rnya ta  

t i dak  pernah  dibuk t i k an  d ipe rs i dangan ,  ha l  te r sebu t  searah  

dengan  kete rangan  saks i  Yance  Sulu  yang  pada  in t i n ya  

menyatakan  bahwa  t i dak  pernah  di temukan  dokumen  apapun  

berka i t an  dengan  penerb i t an  objek  sengketa  ( conf i rm .  Ber i t a  

Acara  Sidang  tangga l  18  Agustus  2011  dalam kete rangan  saks i  

Yance  Sulu ) ,  maka  t i ndakan  Tergugat  te rsebu t  te l ah  

ber ten tangan  dengan  keten tuan  yang  di te t apkan  ba ik  da lam 

Pera tu ran  Pemer in tah  maupun  dalam  Pera tu ran  Menter i  

Agrar i a /Kepa la  Badan Per tanahan  Nasiona l  ;

Menimbang,  bahwa  keten tuan  yang  mengatu r  ten tang  

pengumuman  data  f i s i k  dan  data  yur i d i s  d i t en tukan  dalam 

Pasa l  26  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  

Pendaf ta ran  Tanah yang  berbuny i  :

Pasal  26 :

Ayat  (1 ) :
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daf ta r  i s i an  sebaga imana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  
25  ayat  (2 )  beser ta  peta  b idang  atau  b idang- bidang  
tanah  yang  bersangku tan  sebaga i  has i l  pengukuran  
sebaga imana  dimaksud  dalam  Pasa l  20  ayat  (1 )  
d iumumkan  se lama  30  ( t i ga  puluh)  har i  da lam  
pendaf ta r an  tanah  secara  s is temat i k  atau  60  (enam 
puluh )  har i  da lam pendaf ta ran  tanah  secara  sporad i c  
untuk  member i kan  kesempatan  kepada  p ihak  yang  
berkepen t i ngan  mengajukan  kebera tan  ;

Ayat  (2 ) :
pengumuman  sebaga imana  dimaksud  dalam  ayat  (1 )  
d i l akukan  dikan to r  pan i t i a  a jud i kas i  dan  kanto r  
Kepala  Desa/Ke lu rahan  le tak  tanah  yang  bersangku tan  
dalam  pendaf ta r an  tanah  secara  s is t emat i k  atau  di  
kanto r  Per tanahan  dan  Kanto r  Kepala  Desa/Ke lu rahan  
dalam  pendaf ta ran  tanah  secara  sporad i c  ser ta  
di t empat  la i n  yang  dianggap  per lu  ;

Ayat  (3 ) :
se la i n  pengumuman sebaga imana  dimaksud  pada ayat  (1 )  
dan  ayat  (2 ) ,  da lam  ha l  pendaf ta r an  tanah  secara  
sporad i c  ind i v i dua l ,  pengumuman  dapat  d i l akukan  
mela lu i  media  massa  ;

Ayat  (4 ) :
keten tuan  leb ih  lan ju t  mengenai  pe laksanaan  
keten tuan  sebaga imana  dimaksud  dalam  ayat  (2 )  dan  
ayat  (3 )  d i te t apkan  oleh  menter i  ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  pengumuman  yang  dimaksud  

dalam  Pasa l  26  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  24  Tahun  1997  

Tentang  Pendaf ta ran  Tanah,  untuk  tanah  secara  sporad i k  

secara  tekn i s  te l ah  d ipe r t egas  dengan  Pasa l  86  ayat  (2 )  dan  

(3 )  Pera tu ran  Menter i  Agrar i a  /  Kepala  Badan  Per tanahan  

Nasiona l  Nomor  3 Tahun 1997 Tentang  Keten tuan  Pelaksanaan  PP 

Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaf ta ran  Tanah  yang  

menyatakan  :

Ayat  (2 ) :

Untuk  member ikan  kesempatan  bag i  yang  
berkepen t i ngan  mengajukan  kebera tan  mengenai  data  
f i s i k  dan  data  yur i d i s  mengenai  b idang  tanah  yang  
dimohon  pendaf ta rannya ,  maka  daf ta r  data  yur i d i s  
dan  data  f i s i k  b idang  tanah  (da f t a r  i s i an  201C)  
sebaga imana  dimaksud  ayat  (1 )  dan peta  bidang  tanah  
bersangku tan  diumumkan  dengan  menggunakan  daf ta r  
i s i an  201B di  kanto r  per tanahan  dan  kanto r  kepa la  
desa  /  ke lu rahan  le tak  tanah  se lama 60 (enam puluh)  
har i  ;
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Ayat  (3 ) :

Dengan  memper t imbangkan  kemungk inan  masalah  
per tanahan  yang  akan  t imbu l ,  kepa la  kanto r  
per tanahan  dapat  memutuskan  pengumuman  mengenai  
data  f i s i k  dan  data  yur i d i s  mengenai  tanah  yang  
dimohon  pendaf ta r annya  d i l aksanakan  mela lu i  sebuah  
har ian  umum setempat  dan/a tau  di  lokas i  tanah  
te rsebu t  dengan  permohonan  ;

Menimbang,  bahwa  tu juan  di l akukannya  pengumuman  data  

f i s i k  dan data  yur i d i s  ada lah  agar  memenuhi  asas  pub l i s i t a s ,  

o leh  karenanya  Tergugat  d i tun tu t  agar  membuat  pengumuman 

yang  dapat  d i l i h a t  secara  je l as / t r a nspa ran  yang  d i t empe lkan  

pada  tempat  pub l i k  seper t i  Kantor  Kepala  Desa,  dan  bahkan  

te rhadap  permohonan  ser t i p i k a t  secara  sporad i k ,  menuru t  

Keten tuan  Pera tu ran  Menter i  Agrar i a  Kepala  Badan  Per tanahan  

Nasiona l  Nomor  3  Tahun  1997,  Pengumuman  te rsebu t  sedapat  

mungk in  d imuat  pada media  cetak  ;

Menimbang,  bahwa berka i t an  dengan  pengumuman data  f i s i k  

dan  data  yur i d i s  a  quo  te rbuk t i  Tergugat  t i dak  pernah  

melaksanakan  dalam  menerb i t kan  objek  sengketa  a  quo  o leh  

karena  i t u  t i ndakan  Tergugat  te rsebu t  te lah  ber ten tangan  

dengan  keten tuan  yang  te lah  di te t apkan  baik  da lam Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  24  tahun  1997  maupun  dalam  Pera tu ran  

Menter i  Agrar i a /Kepa la  Badan  Per tanahan  Nasiona l  Nomor  3 

Tahun 1997 ;

Menimbang,  bahwa  pada  bukt i  P- 2  berupa  Risa lah  

Pengolahan  Data  ten tang  Sengketa  Serobotan  Tanah  Lokas i  

Kelu rahan  Si r iw i n i  Dis t r i k  Nabi re  Kabupaten  Nabi re  anta ra  

Syukr i  Syaharudd in  dengan  Marthen  Rante tandung  Nomor  

01/gE/Mare t / 2011  je l as  te rcan tum  anal i sa  komprehens i f  dar i  

Tergugat  ten tang  adanya  kesa lahan  prosedur  dalam penerb i t an  

objek  sengketa ,  dengan  demik ian  bukt i  P- 2 te rsebu t  d isamakan  

dengan  adanya  pengakuan  Terguga t  te rhadap  penerb i t an  objek  

sengketa ,  pengakuan  maka  dia tu r  da lam  keten tuan  Pasa l  100  

ayat  (1 )  huru f  d  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Jo.  
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Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  Perad i l an  Tata  

Usaha Negara  ;

Menimbang,  bahwa  dar i  ha l - hal  yang  te ru ra i  d i  atas  

Maje l i s  Hakim berkes impu lan  bahwa Tergugat  da lam menerb i t kan  

ser t i p i k a t  yang  menjad i  ob jek  sengketa  in  casu  te rbuk t i  

te lah  ber ten tangan  dengan  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  24 

Tahun  1997  Tentang  Pendaf ta ran  Tanah  dan  Pera tu ran  Menter i  

Agrar i a  /  Kepala  Badan  Per tanahan  Nasiona l  Nomor  3  Tahun  

1997  Tentang  Keten tuan  Pelaksanaan  Pera tu ran  Pemer in tah  

Nomor  24 Tahun  1997  Tentang  Pendaf ta ran  Tanah,  maka Maje l i s  

Hakim berpendapat  penerb i t an  Objec tum Li t i s  mengandung  cacat  

yur id i s  secara  prosedura l ,  seh ingga  sangat  bera lasan  hukum 

apab i l a  ob jek  sengketa  in  l i t i s  d iba ta l kan  ;  

Menimbang,  bahwa ser t i p i k a t  tanah  objek  sengketa  a quo 

di t e rb i t k an  mengandung  cacat  yur i d i s  dan  harus  d iba ta l kan ,  

namun karena  kepent i ngan  Penggugat  in  casu   hanya  sebatas  

dan  se luas  210  M2,  maka  te rhadap  pembata lannya  dipu tuskan  

hanya  sebatas  dan  se luas  210  M2  sebaga imana  tumpang  t i nd i h  

(over l app ing )  dengan  ser t i p i k a t  Nomor  580/Ke l .  Si r iw i n i  

tangga l  10  Oktober  2001,  Sura t  Ukur  Nomor  :  37/09 /2001  

tangga l  18  Ju l i  2001  Luas  280  M2 atas  nama Amir  Santa  Bin  

Santa  ;

Menimbang,  bahwa  walaupun  secara  prosedura lnya  

penerb i t an  objek  sengketa  te l ah  mengandung  caca t  yur i d i s  /  

t i dak  prosedura l ,  namun karena  s i f a t  Putusan  Pengad i l an  Tata  

Usaha Negara  ada lah  menganut  asas  “ erga  omnes” ,  maka Maje l i s  

Hakim per lu  juga  untuk  memper t imbangkan  objek  sengketa  a quo 

berdasarkan  substans inya  sebaga imana ber i ku t  in i  ;

Menimbang,  bahwa  objek  sengketa  yang  d i t e rb i t k an  oleh  

Tergugat  merupakan  produk  Tata  Usaha  Negara  ;  bahwa  objek  

sengketa  j i ka  di t i n j a u  dar i  def i n i s i n ya  yang  te rambi l  dar i  

keten tuan  Pasa l  13  ayat  3  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor:  10  

tahun  1961  yang  menyebutkan  bahwa  ” Sal i nan  buku  tanah  dan  

sura t  ukur  sete lah  di j ah i t  menjad i  satu  bersama- sama dengan  
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suatu  ker tas  sampul  yang  bentuknya  di te t apkan  oleh  Menter i  

Agrar i a ,  d isebu t  ser t i f i k a t  dan  d ibe r i kan  kepada  yang  

berhak ”  ;  Dar i  keten tuan  Pasa l  te r sebu t  k i ranya  je l as l ah  

bag i  k i t a  apa yang  d imaksud  dengan  ser t i f i k a t  hak  atas  tanah  

i t u ,  ya i t u  sebaga i  sa l i nan  dar ipada  buku  tanah  dan  sura t  

ukur  tanah  yang  di i ka t  menjad i  satu .  Asl i  ser t i f i k a t  i t u  

send i r i  adanya  di  kanto r  Per tanahan  dan  kepada  t i ap - t i ap  

pemegang hak  hanya  d ibe r i kan  sa l i nannya  sa ja ;

Menimbang,  bahwa  ser t i p i k a t  tanah  di l i h a t  dar i  s i f a t  

keputusannya  menuru t  Maje l i s  Hakim merupakan  suatu  keputusan  

yang  dika tego r i k an  sebaga i  keputusan  dek la ra to i r ,  ya i t u  

keputusan  yang  bers i f a t  menerangkan  sa ja  atau  menegaskan  

sa ja  ten tang  suatu  keadaan  hukum ;

Menimbang,  bahwa dengan  demik ian  ser t i p i k a t  tanah  objek  

sengketa  a  quo   yang  bers i f a t  dek la ra to i r  te r sebu t ,  harus  

juga  din i l a i  keputusan  la i nnya  yang  mengandung  s i f a t  

konst i t u t i f  ya i t u  berupa  Sura t   Keputusan   Kepala   Kanto r  

Per tanahan  Kabupaten  Nabi re  Nomor  :  520.1 - 81/117 /2009  

Tangga l   25  November  2009  Tentang  Pember ian  Hak Mi l i k  Atas  

Nama  Yohana  Mart i n i ,  Cs (5  Orang)  Atas  Tanah  Di  Kelu rahan  

Si r iw i n i  Dis t r i k  Nabi re  Kabupaten  Nabi re ,  se lan ju t nya  

disebu t  “ SK Pember ian  Hak” ,  karena  keputusan  a quo  merupakan  

dasar  pendaf t a ran  tanah  yang  di l akukan  oleh  Terguga t  I I  

In te r vens i  ;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  I I  In te r vens i  menyatakan  

bahwa  berdasarkan  tanah  negara  yang  dibe r i k an  kepada  

Tergugat  I I  In te r vens i  seh ingga  Tergugat  I I  In te r vens i  

mendapatkan  tanah  te rsebu t  mela lu i  “ SK  Pember ian  Hak”  a  

quo  ;

Menimbang,  bahwa  sete lah  di te l i t i  subs tans i  pember ian  

Sura t  Keputusan  a quo ,  maka didapa t i  fak ta  bahwa tanah  yang  

te rcan tum  dalam  “SK  Pember ian  Hak”   hanya  se luas  870  M2,  

kepada  5 ( l ima )  orang  ;  bahwa satu  dan  la i n  ha l ,  luas  tanah  

dalam ser t i p i k a t  ob jek  sengke ta  adalah  se luas  870 M2 ;
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Menimbang,  bahwa  “SK  Pember ian  Hak”  te rsebu t  t i dak  

mencantumkan  se lan ju t nya  s iapa- s iapa  ke- empat  orang  la i nnya ,  

apa lag i  t i dak  mempunyai  lampi ran  yang  mencantumkan  ke- empat  

orang  la i nnya ,  seh ingga  “SK  Pember ian  Hak”  di t i n j a u  dar i  

sudut  pandang  kemanfaa tannya ,  dapat  d imanfaa tkan  oleh  s iapa  

sa ja  ( in  casu  Tergugat  I I  In te r vens i ) ,  dan hal  in i  merupakan  

wujud  dar i  ket i dakce rmatan  Tergugat  da lam menerb i t kannya  ;

 Menimbang,  bahwa  dalam  konk lus i  yang  disusun  oleh  

Tergugat  khusus  pada  bag ian  d ik tum  yang  dimin ta ,  sangat  

je l as  Tergugat  mengaku i  dan  menyadar i  akan  kesa lahan  

penerb i t an  “SK  Pember ian  Hak”  te rsebu t ,  seh ingga  Tergugat  

meminta  kepada  Maje l i s  Hakim untuk  membata lkannya  ;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  dalam  penerb i t an  “SK  

Pember ian  Hak”  yang  merupakan  keputusan  konst i t u t i f  ob jek  

sengketa  te rsebu t  te l ah  mengandung  caca t  hukum,  apalag i  

Tergugat  mengajukan  permohonan  pembata lannya  yang  te rmuat  

da lam  konk lus i nya ,  maka  Maje l i s  Hakim  berkes impu lan  bahwa 

Sura t   Keputusan   Kepala   Kanto r  Per tanahan  Kabupaten  Nabi re  

Nomor  :  520.1 - 81/117 /2009  Tangga l   25  November  2009  Tentang  

Pember ian  Hak Mi l i k  Atas  Nama  Yohana  Mart i n i ,  Cs (5  Orang)  

Atas  Tanah  Di  Kelu rahan  Si r iw i n i  Dis t r i k  Nabi re  Kabupaten  

Nabi re ,  harus lah  diba ta l kan  dan dinya takan  t i dak  berkekua tan  

hukum  apapun,  seh ingga  te rhadap  objek  sengketa ,  yang  

merupakan  keputusan  yang  bers i f a t  dek la ra t o i r n ya  secara  

mutat i s  mutand is  harus  juga  dinya takan  cacat  secara  

substans i  ;

Menimbang,  bahwa  sete lah  dipe r t imbangkan  oleh  Maje l i s  

Hakim berka i t an  dengan  penerb i t an  objek  sengketa  yang  te l ah  

te rbuk t i  t i dak  prosedura l  dan cacat  subs tans i ,  maka te rhadap  

pelanggaran  Asas- Asas  Umum  Pemer in tahan  Yang  Baik  

sebaga imana  yang  dinya takan  o leh  Penggugat  da lam gugatannya  

t i dak  dipe r t imbangkan  lag i  o leh  Maje l i s  Hakim ;

Menimbang,  bahwa oleh  karena  ser t i p i k a t  ob jek  sengketa  

dinya takan  bata l ,  maka bera lasan  hukum j i k a  kepada  Tergugat  
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diwa j i bkan  untuk  mencabut  ob jek  sengketa  in  l i t i s  ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  pet i t um  gugatan  Penggugat  

yang  menyatakan  bahwa  untuk  menjamin  agar  Terguga t  memenuhi  

i s i  putusan  in  casu  maka sesua i  keten tuan  Pasal  116 ayat  (4 )  

UU Perad i l an  TUN,  agar  Tergugat  d ikenakan  uang paksa  sebesar  

Rp.  100.000 , 00 ( sera tus  r i bu  rup iah )  seket i ka  dan  seka l i gus  

per  har i  kete r l ambatan  Tergugat  melaksanakan  Putusan  yang  

te lah  mempunyai  kekuatan  hukum te tap ,  dapat l ah  d ikabu l kan  ;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  da lam  gugatannya  memohon 

kepada  Pengad i l an  agar  menunda  pelaksanaan  ob jek  sengketa  

sampai  mempero leh  Putusan  yang  berkekua tan  hukum  te tap ,  

Maje l i s  Hakim per t imbangkan  sebaga i  ber i ku t  :

Menimbang,  bahwa  untuk  mengabulkan  atau  menolak  

Permohonan  Penundaan  Penggugat  te rsebu t ,  menuru t  keten tuan  

Pasa l  67  ayat  (4 )  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  

Perad i l an  Tata  Usaha Negara ,  Penundaan  dapat  d ikabu l kan  j i ka  

te rdapa t  fak ta - fak ta  ten tang  keadaan  yang  sangat  mendesak  

yang  berak iba t  kepent i ngan  Penggugat  sangat  d i rug i kan  dan  

di t o l a k  j i ka  te rdapa t  fak ta - fak ta  mengenai  kepent i ngan  umum 

dalam  rangka  pembangunan  mengharuskan  di l aksanakannya  Objek  

Sengketa  a quo  ;

Menimbang,  bahwa  sete lah  memer iksa  bukt i - bukt i  dan  

mencermat i  sega la  sesuatu  yang  te r j ad i  da lam  Pers idangan  

Maje l i s  Hakim  t i dak  mel iha t  adanya  fak ta - fak ta  mengenai  

keadaan  yang  sangat  mendesak  yang  dapat  merug ikan  

kepent i ngan  Penggugat  apab i l a  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  

yang  menjad i  ob jek  sengketa  dalam  perkara  in  casu  te tap  

di l aksanakan  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan  te rsebu t ,  

Maje l i s  Hakim  berpendapat  permohonan  penundaan  pelaksanaan  

objek  sengke ta  yang  dimohonkan  Penggugat  t i dak  cukup  alasan  

oleh  karena  i t u  harus  di to l ak  ;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ura ian  per t imbangan  di  

atas  dengan  demik ian  se lu ruh  dal i l  gugatan  Penggugat  te l ah  

te rbuk t i  o leh  karena  i t u  gugatan  Penggugat  harus lah  

dikabu l kan  untuk  se lu ruhnya  ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  bukt i - bukt i  sura t  maupun 

kete rangan  saks i  yang  t i dak  d ipe r t imbangkan  oleh  Maje l i s  

Hakim te tap  di l amp i r kan  dalam berkas  perkara  sebaga i  bagian  

dalam perkara  in  l i t i s  ;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  gugatan  Penggugat  

dikabu l kan  maka,  b iaya  yang  t imbu l  da lam  perkara  in  casu  

dibebankan  kepada  Tergugat  dan Tergugat  I I  In te r vens i  secara  

tanggung  ren teng  yang  besarnya  akan  di t e t apkan  dalam  amar  

putusan  in i ;  

Memperhat i kan  keten tuan  Pasal - Pasal   da lam   Undang-

Undang   Nomor  51 Tahun  2009  ten tang  Perubahan  Kedua  Atas  

Undang- Undang  Nomor:  5  Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara ,  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  24  Tahun  1997  

Tentang  Pendaf ta ran  Tanah  dan  Pera tu ran  Perundang- undangan  

la i nnya  yang  bersangku tan  dengan perkara  in i  ;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  M E N G A D I  L I  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM PENUNDAAN :

Menolak  Permohonan Penundaan Penggugat  ;

DALAM EKSEPSI  :

- Menyatakan  Ekseps i  Tergugat  I I  In te r vens i  Tentang  

Kewenangan Mengadi l i  Tidak  Di te r ima  ;

- Menolak  Ekseps i  Terguga t  Untuk  Selu ruhnya  ;
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DALAM POKOK PERKARA :   

1. Menyatakan  Mengabulkan  Gugatan  Penggugat  

Untuk  Selu ruhnya ;  

2. Menyatakan  Bata l  Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  

Nomor:  1145/Ke lu rahan  Si r iw i n i  Tangga l  

30  November  2009,  Sura t  Ukur  Nomor:  

97/09 /2009  Tangga l  25 November  2009  Atas  

Nama  Marthen  Rante tandung,  Seluas  Dan 

Sebatas  210  M²  Dar i  Kese lu ruhan  Luas  

Tanah Seluas  870 M²;  

3. Memer in tahkan  Terguga t  Untuk  Mencabut  

Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  Nomor:  1145  

/Ke lu rahan  Si r iw i n i  Tangga l  30  November  

2009,  Sura t  Ukur  Nomor:  97/09 /2009  

Tangga l  25  November  2009  Atas  Nama 

Marthen  Rante tandung ,  Seluas  Dan Sebatas  

210  M²  Dar i  Kese lu ruhan  Luas  Tanah  

Seluas  870 M²;  

4. Menghukum Tergugat  Untuk  Membayar  Uang 

Paksa  ( dwangsom)  Sebesar  Rp.  100.000 ,00  

( sera tus  r i bu  rup iah )  Seket i ka  Dan 

Seka l i gus  Per  Har i  Set iap  Keter l ambatan  

Tergugat  Melaksanakan  Putusan  Perkara  

In i  Apabi l a  Telah  Berkekua tan  Hukum 

Tetap ;  

5. Menghukum  Tergugat  Dan  Tergugat  I I  

In te r vens i  Untuk  Membayar  Biaya  Perkara  

Secara  Tanggung  Renteng  Sebesar  

Rp.633 .000 , -  ( Enam Ratus  Tiga  Puluh  Tiga  

Ribu  Rupiah )  ;

Demik ian  d ipu tuskan  da lam rapa t  permusyawara tan  Maje l i s  

Hakim Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  pada  har i  Jumat  

tangga l  21  Oktober  2011,  yang  te rd i r i  dar i  JAMRES SARAAN,  
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Mat er ai +t t dt t dt t d t t d

S. H. ,  Ketua  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  se laku  

Hakim Ketua  Maje l i s ,  YUSUF NGONGO,  S. H. ,  dan  MOHAMMAD  IRFAN 

TAHIR,  S.H. ,   masing  -  masing   se laku   Hakim  Anggota .  

Putusan  mana diucapkan  pada  Pers idangan  yang  te rbuka  untuk  

umum pada  har i  Senin  tangga l  24  Oktober  2011  oleh  Maje l i s  

Hakim  te rsebu t  dengan  diban tu  SUYADI,  SH. ,  se laku  Pani te ra  

Penggant i  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura ,  yang  

dihad i r i  o leh  Kuasa  Hukum Penggugat ,  Kuasa  Tergugat ,  dan  

Tergugat  I I  In te r vens i  Pr ins i pa l  ;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,

YUSUF NGONGO, S.H. JAMRES SARAAN,  S. H. ,

      

MOHAMMAD IRFAN TAHIR,  S.H. ,

PANITERA PENGGANTI,

         S U Y A D I ,  SH.
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Per inc i an  Biaya  Perkara  :

1

.

Pendaf ta ran  

Gugatan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Rp

.

30.000 , -

2

.

Panggi l an  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rp

.

570.000 , -

3

.

Matera i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rp

.

18.000 , -

4

.

Redaks i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rp

.

15.000 , -

J U M L A H Rp

.

633.000 , -

( Enam Ratus  Tiga  Puluh  Tiga  Ribu  

Rupiah )

Sal i nan  resmi  Putusan  in i  sesua i  dengan as l i nya
diber i kan  atas  permin taan  Tergugat  I I  In te r vens i
tangga l  :   03  November  2011
Nomor   :        /SP/2011 /PTUN.JPR

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Jayapura
PANITERA

VENTJE R.  E.  SUMUAL,  S.H.
NIP.  196006081991031001
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Cata tan : Pada  tangga l  Putusan  in i  d iambi l ,  Putusan  in i  
be lum  berkekua tan  hukum te tap ,  karena  masih  da lam 
tenggang  waktu  untuk  penga juan  Banding  pada  
Pengad i l an  Tingg i  Tata  Usaha Negara  Makassar ;
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 73


